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1. Seluruh capaian hasil perubahan mampu diwujudkan sesuai dengan 

rencana perubahan yang telah ditetapkan, didukung dengan bukti-bukti 
yang relevan dan valid; 

2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan kinerja serta melakukan 
pengambilan keputusan dalam pelaksanaan aksi perubahan; 

3. Aksi perubahan yang dilaksanakan sangat bermanfaat bagi penyelesaian 
permasalahan organisasi; 

4. Rencana tindak lanjut aksi perubahan didukung oleh mentor, diinformasikan 
pada stakeholder, dan memperoleh dukungan dari seluruh stakeholder; 

5. Mampu melaksanakan seluruh strategi pengembangan kompetensi untuk 
mencapai tujuan aksi perubahan; 

6. Mampu memanfaatkan secara optimal dan tepat mata pelatihan pilihan yang 
diikuti. 
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Digital dalam 
penyusunan 
Kebijakan” 
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dicirikan dengan pemerintahan 
yang efisien, modern, adaptif, 
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menjawab kebutuhan. 
Pengambilan keputusan 
merupakan kompetensi penting 
bagi seorang pimpinan. Dalam 
proses pengambilan keputusan, 
seorang pimpinan harus mampu 
memanfaatkan berbagai informasi 
yang relevan untuk dapat 
mengambil keputusan terbaik dari 
berbagai alternatif yang ada dan 
memiliki kemampuan teknologi 
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(well being) kelompok marginal di 
dalam seluruh aspek 
bermasyarakat, seperti aspek 
ekonomi, politik, sosial-budaya, 
termasuk dalam birokrasi sektor 
publik. Diharapkan agar dapat 
membangun kembali gender dan 
sosial secara lebih adil 
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perubahan berupa Optimalisasi 
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kemampuan untuk menghadapi 
dunia dan pelbagai kejadian yang 
berubah dengan cepat dan 
cendrung menjadi sumber stress. 
Resiliesi diri yang baik 
memungkinkan manusia 
menghadapi stres dengan lebih 
baik dan dapat dikendalikan. 

Kemampuan ini sangat penting 
bagi seorang pemimpin yang 
mengelola banyak sumber daya 
dan mampu mengendalikan situasi 
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Angkatan XIV 
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penuh stress sehingga dapat 
bertumbuh kearah positif. 
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pengambilan keputusan dalam pelaksanaan aksi perubahan; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

I.  Deskripsi Umum 

Kepolisian Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri berdasarkan Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi adalah salah satu satuan 

kerja di Kepolisian Daerah Jambi yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian 

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dalam memberikan 

pelayanan kesehatan Kepolisian bagi seluruh personil, keluarga maupun 

masyarakat. 

Profesi Dokpol adalah salah satu bentuk integrasi antara dunia Kedokteran 

dan Kepolisian. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung aspek 

kesehatan dan keamanan masyarakat. Peran dokpol sangat penting dalam 

menjaga kesehatan dan kesejahteraan anggota kepolisian, karena mereka 

bertanggung jawab atas berbagai aspek kesehatan mulai dari pemeriksaan rutin 

hingga penanganan keadaan darurat. Selain itu, Dokpol juga dapat terlibat dalam 

hal-hal terkait Forensik, investigasi kecelakaan dan pelayanan medis dalam 

bentuk kepolisian . 

Salah satu tugas Sub Bidang Kedokteran dan Kepolisian Urusan 

Keskamtibmas adalah mendukung kesehatan pegawai negeri pada Polri Polda 

Jambi yang sedang bertugas ataupun tidak sedang bertugas yaitu pelayanan 

melakukan pengecekan Deteksi Dini Narkoba dengan membuat dan 

mengeluarkan surat keterangan bebas Narkoba bagi personil Polri yang ingin 
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mengikuti pendidikan, pendidikan pengembangan personil, mengurus 

perpanjangan Senpi, pemeriksaan terduga penyalahgunaan narkoba serta 

pemeriksaan personil yang mendapatkan tugas khusus dari kedinasan. 

 

1. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Kapolri  No 14 Tahun 2018 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kepolisian Daerah Struktur Biddokkes Polda 

Jambi seperti dibawah ini : 

Gambar 1.1 Struktur Biddokkes Polda Jambi 

 

 

 

Susunan Jabatan Biddokkes Polda Jambi sebagai berikut : 

a. Kabiddokkes 

b. Kasubiddokpol 

c. Kasubidkespol 

d. Kasubagrenmin 

e. Kaur Kesmapta 

f. Kaur Yankes 

g. Kaur Matfaskes 

h. Ka Poliklinik 

i. Kaur DVI 

j. Kaur Doksik 

k. Kaur Keskamtibmas 
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a. VISI & MISI BIDDOKKES POLDA JAMBI 

   VISI 

“Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Kepolisian yang 

profesional, modern dan akuntabel” 

 

MISI 

Meliputi : 

1) Mendukung pemeliharaan Kamtibmas yang humanis dan bermartabat. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada FKTP Polri dan 

RS.Bhayangkara. 

3) Meningkatkan Kepercayaan publik melalui pelayanan Dokpol. 

4) Memenuhi sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern. 

5) Melaksanakan dukungan kesehatan yang professional dengan 

berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6) Melaksanakan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat Polsek. 

7) Mengadakan kerjasama dengan institusi kesehatan wilayah terkait. 

8) Melaksanakan upaya kesehatan kesamaptaan bagi personil/ASN 

Polri. 
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STRUKTUR SUBBIDDOKPOL BIDDOKKES POLDA JAMBI 

Gambar 1.2 Struktur Subbiddokpol Biddokkes Polda Jambi 

 

 

b. TUPOKSI DAN KEDUDUKAN JABATAN 

Dalam melaksanakan tugas Subbiddokpol menyelenggarakan fungsi: 

1).   Pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, DVI, dan 

Kesehatan Kamtibmas; 

2).    Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang 

kedokteran kepolisian; 

3).    Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang 

kedokteran kepolisian; 

4).  Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau 

kelembagaan internal maupun eksternal. 

 

Saat ini action leader bertugas pada Satuan kerja Biddokkes Polda 

Jambi sebagai Perwira Urusan Kesehatan Keamanan dan Ketertiban 

masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Kedokteran dan 

Kepolisian. Urkeskamtibmas bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan 

penyalahguna narkoba (Deteksi Dini Narkoba), Kedokteran lalu lintas, 

Kesehatan Polmas, pengamanan kesehatan, peta geomedik 

(geomedicine), kesehatan tahanan dan kesehatan lapangan di lingkungan 

Polda Jambi. 

PENATA Tk 1 
SUPRATMAN S, 
S.Kep 

PENATA Tk 1 

ANDINA AZRIANTI, 
Amd.Farm, SKM. 

PENATA 

YENSI ICORINA, 
Amd.Kep 

PAUR KESKAMTIBMAS PAUR DVI PAUR DOKSIK 

KAUR KESKAMTIBMAS KAUR DVI KAUR DOKSIK 

AKBP dr. SYAHRIL, M.M 

KASUBBIDDOKPOL 
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2. Masalah Aktual 

Berdasarkan pengamatan Action Leader dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari ditemukan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Belum optimalnya pembuatan Surat keterangan Bebas Narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi. 

Pada periode bulan Januari-Maret 2025 untuk pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba mengalami peningkatan dikarenakan pada 

bulan Januari dan Februari terdapat seleksi Alih Golongan Sekolah 

Inspektur Polisi (SIP), Pendidikan Kejuruan (Dikjur), Pendidikan 

Pengembangan Personil (Dikbangpers). Hal ini yang menyebabkan 

banyaknya personil / PNPP yang ingin membuat surat keterangan bebas 

narkoba.  Belum optimalnya pembuatan Surat keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi dikarenakan belum adanya SOP 

dalam kegiatan deteksi dini narkoba dan pembuatan Surat Keterangan 

bebas narkoba. 

Syarat dalam membuat surat keterangan bebas narkoba yaitu : 

1. Surat / Nota Dinas permintaan dari Kasatwil / Kasatker 

2. Anggota atau PNS Polri (PNPP) datang ke Biddokkes Polda Jambi 

3. Bersedia untuk di cek urinenya   

Gambar 1.3 Pemeriksaan Narkoba 
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Tabel 1.1 Data pemeriksaan Deteksi Dini Narkoba Jan-Mar 2025 

Hasil Pemeriksaan Urine Test Narkoba Bulan Jan s.d Mar T.A 2025  

NO URINE TEST 

NARKOBA 

POLRI 

     (+)    (-) 

MASYARAKAT 

 (+)      (-) 

JUMLAH KET 

1 DETEKSI DINI 

NARKOBA 

_               454 _              _ 454  

2 TOKSIKOLOGI 

KUALITATIF 

NAFZA 

_           - 58           _ 58  

    Dari tabel di atas dapat dilihat untuk di Biddokkes Polda Jambi  telah 

dilakukan pemeriksaan Deteksi dini Narkoba sejumlah 454 personil 

dengan hasil negative (-). Dari 454 personil yang diperiksa ditemukan 10 

personil yang tidak melengkapi persyaratan dalam pembuatan surat 

keterangan bebas narkoba disebabkan karena : 

1. Tidak membawa surat keterangan dari Kasatwil/Kasatker 

2. Kebanyakan dari mereka baru tahu kalau mereka harus mengikuti 

Pendidikan kejuruan melalui grup Whatsapp dari Kasubagrenmin 

Satwil/Satker. 

3. Kurangnya informasi tentang prosedur pembuatan surat keterangan  

bebas narkoba. 

       

b. Belum maksimalnya pelatihan peningkatan kemampuan personil dibidang 

Dokpol. 

Pelatihan peningkatan kemampuan Dokpol dilaksanakan 1 tahun 

sekali. Tidak semua personil Biddokkes Polda umumnya khususnya 

Personil Subbiddokpol yang bisa mengikuti pelatihan peningkatan 

kemampuan di bidang Dokpol dikarenakan yang mengikuti pelatihan 

harus bergiliran. Pelatihan peningkatan kemampuan personil dalam 

bidang Dokpol ini tidak saja hanya personil Biddokkes Polda Jambi tetapi 

juga melibatkan perwakilan personil Sie Kes di Polres/Ta sejajaran Polda 

Jambi dan Personil Dokpol dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, 

dimana diharapkan personil Sie Kes di Polres/Ta sejajaran dan dari 
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RS.Bhayangkara Polda Jambi dapat menambah wawasan kinerja dalam 

pengetahuan di bidang Dokpol, hal ini menyebabkan berkurangnya kuota 

yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan personil dibidang 

Dokpol khususnya personel yang ada di Subiddokpol Biddokkes Polda 

Jambi kuotanya menjadi berkurang. 

  Gambar 1.4 Pelatihan peningkatan kemampuan Dokpol T.A 2024 
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Tabel 1.2 Data Peserta Pelatihan Dokpol  

No Tahun Biddokkes Satker Lain 

Polres/Ta/Rumkit 

KET 

1 2022 20 Orang 30 Orang 50 Orang 

2 2023 15 Orang 40 Orang 50 Orang 

3 2024 15 Orang 40 Orang 50 Orang 

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat setiap tahun pelaksanaan pelatihan 

peningkatan kemampuan Dokpol untuk personil Subbid dokpol hanya 

mendapatkan 15 orang dari 18 orang personel Dokpol, ada 3 orang 

personil Dokpol yang tidak bisa mengikuti pelatihan Dokpol. Dampaknya 3 

orang personil yang tidak mengikuti pelatihan Dokpol mereka tidak 

maksimal dalam melaksanakan tupoksinya. 

Berikut ini adalah DIPA yang menjelaskan berapa alokasi anggaran dalam 

pelaksanaan Pelatihan peningkatan kemampuan Dokpol. 

 

 

Gambar 1.5 DIPA Kerja Satker Polri untuk Pelatihan Dokpol T.A 2025 
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Dari Gambar 1.5 di atas dapat diketahui untuk kegiatan pelatihan 

peningkatan kemampuan Dokpol T.A 2025 dianggarkan sebesar Rp. 

6.450.000,- untuk 50 orang peserta selama 2 hari. 

 

c. Ketersediaan anggaran yang sangat terbatas untuk kegiatan pelayanan 

Keskamtibmas Kesehatan Lapangan Khusus. 

        Didalam DIPA Biddokkes Polda Jambi untuk kegiatan Kesehatan 

Lapangan khusus didapatkan anggaran sebesar Rp. 82.600.000,- untuk 

50 kegiatan selama 1 tahun. Kegiatan Dokpol pada akhir tahun  selalu 

kekurangan anggaran untuk Keslap khusus dikarenakan kegiatan untuk 

Keslap khusus melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai contoh 

pada akhir tahun 2024 ternyata kegiatan Keslap khusus mencapai 80 

kegiatan artinya melebihi alokasi kegiatan yang ada dalam DIPA. Hal ini 

menyebabkan kegiatan Keslap khusus menjadi tidak optimal karena 

keterbatasan anggaran.  

Berikut ini adalah DIPA alokasi anggaran kegiatan pelayanan 

Keskamtibmas Kesehatan Lapangan Khusus: 

  

Gambar 1.6 DIPA Satker Polri untuk Pelayanan Kesehatan untuk Keslap 

Khusus T.A 2025 
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Tabel 1.3  Identifikasi Masalah, Solusi, Dan Pihak Terlibat 

NO 
IDENTIFIKASI 

MASALAH 
SOLUSI / ALTERNATIF PENYELESAIAN 

MASALAH 

PIHAK-PIHAK YANG 

TERLIBAT 

1 Belum optimalnya 

pembuatan Surat 

keterangan Bebas 

Narkoba 

1. Melakukan Analisis penyebab 

tidak optimalnya pembuatan 

Surat keterangan Bebas 

Narkoba. 

2. Membuat surat kebijakan 

Kabiddokkes untuk pelayanan 

pembuatan Surat Keterangan 

Bebas Narkoba  

3. Melakukan sosialisasi tentang 

p e l a y a n a n  pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba 

1. Kabiddokkes 

2. Kasubbagrenmin 

3. Ka Subbid Dokpol 

4. Kaur Keskamtibmas 

5. Paur Keskamtibmas 
 

2 Belum maksimalnya 

pelatihan 

Peningkatan 

kemampuan 

personil dalam 

bidang Dokpol. 

1. Melakukan kegiatan pelatihan 

peningkatan kemampuan 

personil dalam bidang Dokpol.  

2. Menyiapkan anggaran pelatihan 

bagi tenaga kesehatan 

3. Bekerjasama dengan pihak 

terkait seperti BNN sebagai 

narasumber.   

1. Kasubbid Dokpol   

2. Kaur Keskamtibmas 

3. Kaur Doksik 

4. Kaur DVI 

5. Paur Keskamtibmas 

6. Paur Doksik 

7. Paur DVI 

3 Ketersediaan 

anggaran yang 

sangat terbatas 

untuk kegiatan 

pelayanan 

Keskamtibmas 

Kesehatan 

Lapangan Khusus 

1. Melakukan koordinasi dengan 

Kasubbagrenmin tentang 

keterbasan anggaran. 

2. Revisi anggaran yang tidak 

terserap untuk dialihkan kegiatan 

Keslap khusus Dokpol 

  1. Kasubiddokpol 

2. Paur Keskamtibmas 

3 .Paur Doksik 

4. Paur DVI 

2. Baur Kes 

3. Baur Kes 

4. Banum  
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3. Rumusan Masalah 

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, berdasarkan hasil 

Diagnostic Reading dapat digambarkan permasalahan dan kondisi yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

NO KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN 

1 Belum optimalnya 

pelayanan pembuatan 

Surat keterangan Bebas 

Narkoba.. 

1.Adanya koordinasi dan sosialisasi 

antara Biddokkes Polda Jambi 

dengan pihak-pihak terkait yaitu 

Kasatwil/Kasatker dan 

Kasubagrenmin dari wilayah/satker 

serta anggota Polri/PNPP. 

2.Rendahnya kesadaran dan 

pemahaman tugas anggota 

Polri/PNPP di bidang Dokpol 

3.Tersedianya (Standard Operational 

Procedure) SOP yang menjadi 

pedoman kegiatan pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan 

Bebas Narkoba 

2 Belum maksimalnya 

pelatihan Peningkatan 

kemampuan personil dalam 

bidang Dokpol. 

Melaksanakan Peningkatan 

Kemampuan Dokpol bagi personil 

Biddokkes Polda Jambi. 

3 Ketersediaan anggaran 

yang sangat terbatas 

untuk kegiatan pelayanan 

Keskamtibmas Kesehatan 

Lapangan Khusus 

- Melakukan koordinasi dengan 

Kasubbagrenmin tentang 

keterbatasan anggaran. 

- Revisi anggaran yang tidak terserap 

untuk dialihkan kegiatan keslap 

khusus Dokpol 

Tabel 1.4 Kondisi Saat ini dan kondisi yang diharapkan 
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Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, selanjutnya dilakukan 

identifikasi masalah yang paling dominan untuk diselesaikan dengan 

menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness,  Growth).  Metode  

USG  adalah  salah  satu  cara untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus 

diselesaikan dengan  cara  menentukan  tingkat  urgensi, keseriusan,  dan 

perkembangan  isu  berskala  nilai  1  -  5. Isu yang memiliki total skor 

tertinggi merupakan isu prioritas. Metode USG dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

a. Urgency, yaitu dilihat seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas 

dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu 

tersebut untuk memecahkan masalah  yang menyebabkan isu tadi. 

b. Seriousness,  atau  seberapa  serius  isu  tersebut  perlu dibahas  

dikaitkan  dengan  akibat  yang  timbul  dengan penundaan  pemecahan  

masalah  yang  menimbulkan  isu tersebut atau akibat yang menimbulkan 

masalah- masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. 

c. Growth, artinya seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut 

menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan 

makin memburuk kalau dibiarkan. 

Diagnosa  permasalahan  pada  Biddokkes Polda Jambi  yang  

dilakukan dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)l  berikut 

ini:  

Tabel 1.5 Rumusan Masalah 

No Isu Strategis 
NILAI 

Total Rangking 
U S G 

1 Belum optimalnya pelayanan 

pembuatan Surat keterangan 

Bebas Narkoba  

 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

 

I 

2 Belum maksimalnya pelatihan 

Peningkatan kemampuan personil 

dalam bidang Dokpol. 

4 4 4 12 II 

3 Ketersediaan anggaran yang 

sangat terbatas untuk kegiatan 

pelayanan Keskamtibmas 

Kesehatan Lapangan Khusus 

4 3 4 11 III 
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Keterangan: 

U : Urgency, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak 

masalah tersebut diselesaikan. 

S : Seriuosness, yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut 

terhadap produktifitas  kerja,  pengaruh  terhadap  keberhasilan, 

membahayakan sistem atau tidak. 

G : Growth, yaitu tingkat perkembangan masalah apakah masalah 

tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. 

  1 = sangat rendah 

2 = rendah 

3 = sedang 

4 = tinggi 

5 = sangat tinggi 

 

Dari hasil scoring prioritas tersebut penulis akan memprioritaskan 

permasalahan berdasarkan ranking tertinggi yang telah dihasilkan dan sebagai 

permasalahan, ide, gagasan, dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah di 

tempat Action Leader bekerja di Biddokkes Polda Jambi, yaitu : 

• Belum optimalnya pelayanan pembuatan Surat keterangan Bebas Narkoba  

(15) 

• Belum maksimalnya pelatihan Peningkatan kemampuan personil dalam bidang 

Dokpol. (12 ) 

• Ketersediaan anggaran yang sangat terbatas untuk kegiatan pelayanan 

Keskamtibmas Kesehatan Lapangan Khusus ( 11 ). 

 

Berdasarkan hasil analisis USG, maka permasalahan yang akan  diangkat  

oleh  action  leader  adalah Belum optimalnya pelayanan pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 

Berdasarkan analisis masalah tersebut di atas, menunjukkan bahwa 

masalah utama yang dihadapi berkembang sedemikian rupa sehingga 

diperoleh prioritas masalah utama adalah Belum optimalnya Pelayanan 

pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba, hal ini disebabkan karena 

belum optimalnya (Standard Operasional Prosedure) SOP yang menjadi 

pedoman kegiatan Pelayanan pembuatan surat keterangan Bebas Narkoba ini 

dikarenakan masih menggunakan SOP pada saat Pandemi Covid-19. 
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Masalah ini menjadi urgent karena sesuai dengan program pemerintah 

dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya pada PNPP yang 

berdampak pada tugas dan fungsi kepolisian dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pelindung, pengayom dan melayani masyarakat serta penegakkan 

hukum. 

Untuk diketahui Subbiddokpol Biddokkes Polda Jambi bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan pembuatan surat keterangan bebas narkoba 

sehingga untuk menyingkapi permasalahan di atas, maka aksi perubahan 

tersebut akan ditindak lanjuti sebagai Aksi Perubahan dengan nama “ 

OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBUATAN SURAT BEBAS NARKOBA DI 

BIDDOKKES POLDA JAMBI “ 

Setelah action leader menentukan isu utama maka sebagai pemimpin 

transformasional action leader mencoba merumuskan tujuan, manfaat, bentuk 

inovasi dan output inovasi, tata Kelola SDM dan menentukan stakeholder untuk 

memecahkan isu utama. 

4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam aksi perubahan yang akan dilaksanakan 

adalah melakukan Optimalisasi pelayanan pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi dengan adanya SOP dalam pembuatan 

surat keterangan bebas narkoba. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dibagi 

menjadi dua tahapan yaitu tahap Off Campus dan tahap pasca pelatihan. 

 

1. Tahap Jangka Pendek (Off Campus) selama 60 hari 

Berikut adalah rumusan tujuan dari pelaksanaan Off Campus selama  60 

hari terkait proyek “Optimalisasi pelayanan pembuatan surat keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi“. 

Pelaksanaan tahap Off Campus selama 60 hari ini bertujuan untuk :  

a. Tersusunnya Standar Prosedur Operasional (SOP) pembuatan surat 

keterangan bebas Narkoba.di Biddokkes Polda Jambi. 

b. Tersosialisasikannya SOP pembuatan Surat keterangan bebas narkoba 

menggunakan media sosial seperti Instagram, Tiktok dan Youtube. 

c. Tersusunnya laporan pembuatan Surat keterangan bebas narkoba bulan Juli 

dan Agustus T.A 2025. 
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2. Tahap Pasca Pelatihan 

a. Jangka Menengah 

1. Monitoring dan evaluasi  penerapan pembuatan surat keterangan bebas 

narkoba secara berkala dan berkelanjutan. 

2. Tersusunnya laporan surat keterangan bebas narkoba secara berkala dan 

berkelanjutan. 

b. Jangka Panjang 

Pembaharuan SOP permohonan pembuatan surat bebas narkoba sesuai 

dengan peraturan baru dan kebijakan pimpinan. 

 

5. Kemanfaatan Aksi Perubahan 

Asta Cita adalah 8 program prioritas Presiden RI yang dijadikan landasan 

pembangunan nasional. Poin Asta Cita yang sangat relevan dengan aksi ini adalah 

progam ke 7. 

Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi baik 

internal maupun eksternal serta memiliki ketertarikan dengan Asta cita program ke 

7 memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Dengan demikian aksi 

perubahan yang akan dilaksanakan yaitu “Optimalisasi pelayanan pembuatan 

surat keterangan bebas narkoba di Biddokkes Polda Jambi”. 

 

a.  Internal Organisasi : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di internal Biddokkes Polda Jambi 

khususnya pelayanan deteksi dini narkoba pelayanan menjadi lebih cepat dan 

tepat. 

2.  Meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan karena sudah sesuai 

dengan prosedur dan mudah terpantau. 

3. Meningkatkan koordinasi antar satker kesehatan karena sudah ada SOP 

pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba. 

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena semua kegiatan 

dilaksanakan secara sistematis. 

 

b. Eksternal Organisasi 

1. Meningkatkan kepuasan anggota karena pelayanan menjadi lebih cepat dan 

terkoordinasi. 
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2. Meningkatkan citra dan kepercayaan anggota terhadap Subbiddokpol 

Biddokkes Polda Jambi sebagai institusi yang menerapkan pelayanan 

melalui standar operasional prosedur (SOP).                                  

3. Menjadi contoh praktik (best practice) bagi Biddokkes Polda lain dalam 

penerapan pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba. 

II. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN  

A. Inovasi  

Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, maka inovasi aksi perubahan yang 

dibuat adalah “OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN 

BEBAS NARKOBA DI BIDDOKKES POLDA JAMBI” yaitu kegiatan pembuatan surat 

keterangan bebas narkoba sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di 

Biddokkes Polda Jambi. 

B. Output Aksi Perubahan 

Berdasarkan inovasi tersebut. Output yang dihasilkan dari aksi perubahan ini 

adalah : 

1. Surat Perintah Tim Efektif; 

2. SOP Pelaksanaan Pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi;  

3. Surat Keputusan Kabiddokkes Polda Jambi tentang penggunaan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) permohonan surat keterangan bebas narkoba; 

4. Tersusunnya laporan permohonan surat keterangan bebas narkoba bulan Juli s.d 

Agustus  2025; 

5. Usulan penggunaan SOP permohonan surat keterangan bebas narkoba ke 

dalam SKP PNS berupa draft SKP tahun 2025; 

6. Surat pernyataan komitmen keberlanjutan penggunaan SOP permohonan; 

7. Berita acara serah terima inovasi. 

 

C. Ruang Lingkup 

Dalam bagian ini, akan dijelaskan Batasan dari Laporan Aksi Perubahan yang 

dilakukan sehingga jelas permasalahan yang akan dibahas. Dalam aksi perubahan 

ini, ruang lingkupnya berupa kegiatan difokuskan pada pelayanan pembuatan 

Surat  keterangan Bebas Narkoba sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) di Biddokkes Polda Jambi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-

tahapan selama off campus peserta melaksanakan aksi perubahan. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN 

 

A. Roadmap dan Milestone Rencana aksi perubahan 

Roadmap atau peta jalan merupakan rencana kerja rinci yang 

menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap pada 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi Roadmap terdiri 

dari kondisi awal sebelum implementasi aksi perubahan, kondisi saat ini setelah 

implementasi aksi perubahan, tahap pelaksanaan kegiatan dan sasaran serta 

monitoring/evaluasi.  

Kegiatan utama Aksi perubahan “OPTIMALISASI PELYANAN PEMBUATAN 

SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA DI BIDDOKKES POLDA JAMBI”. yang 

akan dilaksanakan selama kurang lebih delapan minggu mulai tanggal 10 Juni sampai 

dengan 9 Agustus 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

           Tabel 2.1 Roadmap atau Milestone Rencana Aksi Perubahan (Milltones) 
 

 
NO 

 
TAHAPAN KEGIATAN 

WAKTU  
OUTPUT 

MINGGU TANGGAL LAMA 

 

 TAHAP OFF CAMPUS 

TGL 10 JUNI – 9 
AGUSTUS 2025 

60 HARI 
 

A.TAHAP PERENCANAAN (PLANNING) 

1 Mengumpulkan data 

dan informasi terkait 

penyusunan aksi 

perubahan. 

Minggu 

ke 1 
10 Juni 
2025 
Selasa 

1 hari - Dokumentasi 

2 Menghadap kepada 

Kabiddokkes sebagai 

Sponsor untuk 

memberikan dan 

menentukan sasaran 

serta indikator kerja 

dan memberi dukungan 

dalam kegiatan aksi 

perubahan. 

Minggu 

ke 1 

10 Juni 
2025 

Selasa 

1 hari - Dokumentasi 
- Catatan, arahan  

dukungan dari sponsor 
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3 Menghadap dan 

melaporkan kepada 

Mentor mengenai 

pelaksanaan aksi 

perubahan. 

Minggu 

ke 1 

11 Juni 
2025 

Rabu 

1 hari - Dokumentasi arahan 
dukungan dari Mentor 

4 Berkoordinasi dengan 

para stakeholder 

internal mengenai aksi 

perubahan 

Minggu 

ke 1 

12 Juni 
2025 

Kamis 

1 hari - Dokumentasi  

5 Berkoordinasi dengan 
para stakeholder 
external mengenai aksi 
perubahan 

Minggu 

ke 2 

13 Juni 
2025 

Jumat 
 

1 hari - Dokumentasi  

 

 

B.TAHAP PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) 

1 Pembentukan Tim 

Efektif untuk 

mendukung Aksi 

Perubahan dan 

pembagian tugas 

Tim Efektif 

 Minggu 

ke 2 

16 Juni 2025 
Senin 

 1 hari - Undangan 
- Absensi 
- Notulen rapat 
- Dokumentasi 

- Tabel pembagian 

tugas tim efektif 

2 Membuat Surat 

Perintah Tim Efektiff 
Minggu 

ke 2 

17 Juni 
2025 
Selasa 

1 hari - Dokumentasi 

- Dokumen Surat 

Perintah Tim Efektif 

3 Rapat dengan Tim 

Efektif terkait 

penyusunan SOP 

dan Pembuatan 

Grup Whatsapp 

 

Minggu 
ke 3 

18 Juni 
2025 
Rabu 
 

1 hari - Undangan 
- Absensi 
- Notulen rapat 
- Dokumentasi 

- Tabel pembagian 
tugas tim efektif 
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C.TAHAP PELAKSANAAN (ACTUATING) 

1 - Menyusun dan 
Sosialisasi SOP 
pelayanan 
pembuatan surat 
keterangan bebas 
narkoba . 

Minggu 

ke 3 

19 s.d 26 Juni 

2025 

 

- Undangan 
- Absensi 
- Dokumentasi 
- Notulen  
- SOP 

2 Pembuatan 

Keputusan 

Kabiddokkes 

tentang 

Penggunaan SOP 

dan Keberlanjutan 

pelayanan 

pembuatan surat 

keterangan bebas 

narkoba sesuai 

dengan SOP  

Minggu 

ke 4 

30 Juni 2025 
Senin 

- Dokumentasi 
Keputusan    
Kabiddokkes tentang 
penggunaan SOP 

3 Melaksanakan 
sosialisasi SOP 
melalui Media 
sosial (misal IG, 
Tiktok, dan 
Youtube 

  8 Juli s.d  7 
Agustus 2025 
 

-Dokumentasi 
 

4 Melaksanakan 

Bimtek kepada 

(Tim Efektif) dan 

uji coba 

Minggu 

ke 6 
10 Juli 2025 

 

- Dokumentasi 
- Laporan kegiatan 

5 Membuat Video 

Aksi Perubahan 

Minggu 

ke 5 
7 s.d 9 Juli 
2025 

- Dokumentasi 

6 Melaksanakan 

implementasi 

penggunaan 

pelayanan 

pembuatan surat 

bebas narkoba 

sesuai dengan 

SOP . 

 10-31 Juli 

2025 

( 2 minggu ) 

- Dokumentasi 
- Laporan kegiatan 

7 Membuat usulan 

penggunaan 

program SOP 

Pelayanan 

pembuatan Surat 

bebas Narkoba ke 

dalam SKP 

Minggu 

ke 7 
14 Juli 2025 - Laporan kegiatan 
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D.TAHAP MONITORING DAN EVALUASI (CONTROLING) 

MONITORING 

1 Membuat quisioner 
tentang penggunaan 
SOP Pelayanan 
pembuatan surat 
bebas narkoba.  

Minggu 
ke 8 

 1 Agustus 
2025 

1 hari Survey/Angket 

2 Melakukan rekapan 

hasil quisioner 

Minggu 

ke 9 
6 Agustus 

2025 
1 hari Dokumen dan hasil 

quisioner 

3 Pembuatan surat 

pernyataan Komitmen 

keberlanjutan 

penggunaan SOP 

pelayanan pembuatan 

surat keterangan 

bebas narkoba 

Minggu 

ke 
7 Agustus 

2025 
1 hari Surat Pernyataan 

Keberlanjutan 

4 Pembuatan Berita 

Acara Serah Terima 

Aksi Perubahan  

Minggu 

ke 
8 Agustus 

2025 

Jumat 

1 hari Berita Acara Serah 

Terima. 

 

 

 

II TAHAP PASCA PELATIHAN 

 
TAHAPAN KEGIATAN JANGKA MENENGAH 

1 Monev kegiatan 
pelaksanaan 
penggunaan SOP  
dalam pelayanan 
pembuatan surat 
keterangan bebas 
narkoba. 

6 Bulan Pasca 
Pelatihan 

Lembar monitoring berkala 

2 Tersusunnya laporan 
permohonan surat 
keterangan bebas 
narkoba secara berkala 
dan berkelanjutan 
 
 
 

6 Bulan Paska 
Pelatihan 

Lembar monitoring berkala 
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TAHAPAN KEGIATAN JANGKA PANJANG 

 
 

1 Pembaharuan SOP 
permohonan surat 
bebas narkoba sesuai 
dengan peraturan baru 
dan kebijakan 
pimpinan. 
 

Dilaksanakan 1 
tahun setelah 
selesainya Diklat 
( Mulai Bulan 
Agustus 2025 

Revisi SOP 

 

B. Stakeholder Rencana Aksi perubahan 

Keberadaan dan kontribusi stakeholder terhadap aksi perubahan memiliki 

peran yang penting.  Stakeholder yang dimaksud adalah orang-orang atau kelompok 

atau satuan kerja yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan dan 

output aksi perubahan, baik secara positif maupun negatif.  Dalam suatu aksi 

perubahan terdapat 2 (dua) kelompok stakeholder yaitu stakeholder internal dan 

stakeholder eksternal. Kedua jenis stakeholder tersebut dapat mendukung, netral  

dan menolak. 

1. Stakeholder Internal, terdiri dari : 

a. Kabiddokkes Polda Jambi; 

b. Ksb Dokpol Biddokkes Polda Jambi (Mentor); 

c. Ksb Kespol Biddokkes Polda Jambi; 

d. Kaur Doksik; 

e. Kaur Yankes; 

f. Baur Dokpol  (Tim Efektif); 

g. Operator/ tenaga IT  (Tim Efektif). 

2. Stakeholder Eksternal: 

a. Kasatwil/Kasatker; 

b. Kasubbagrenmin Satwil/Satker; 

c. Kasubbid Provos; 

d. BNN; 

e. PNPP. 

 

3. Peran, pengaruh dan intensitas  

a. Peran, pengaruh dan intensitas dari stakeholder 

     Stakeholder dalam aksi perubahan merupakan sekelompok orang atau 

satuan kerja yang memiliki fungsi memberikan kontribusi baik secara 
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langsung maupun tidak langsung terhadap aksi perubahan.  Pada 

pemetaan stakeholder, pembagian kontribusi stakeholder dibagi 

berdasarkan pengaruh (influence) dan memiliki kepentingan. 

 

Dari data stakeholder tersebut, dituangkan pada Tabel daftar 

identifikasi stakeholder rencana aksi perubahan sebagai berikut: 

 

NO STAKEHOLDERS 

T
IM

 E
F

E
K

T
IF

 
JENIS 

STAKEHOLDE

R 

KELOMPOK 

STAKEHOLDER 

 

 

STRATEGI 

MENGHADAPI 

STAKEHOLDER 

STRATEGI 

KOMUNIKASI 

P
R

IM
E

R
 

S
E

K
U

N
D

E
R

 

U
T

A
M

A
 

P
R

O
M

O
T

E
R

 

D
E

F
E

N
D

E
R

 

L
A

T
E

N
 

A
P

A
T

E
T

H
IC

 

A INTERNAL           

1 Kabiddokkes     √ +9    

Manage 

Closely 

CANALIZING 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

2 
Kasubbiddokpol 

(Mentor) 
   √ +9    

Manage 

Closely 

CANALIZING 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

3 KasubbidKespol    √    +8  
Keep 

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

4 Kaur Yankes    √    +8  
Keep 

Satified 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

5  Kaur Doksik      +4   

Keep 

Informed 

INFORMATIF 

INSTRUKTIF 

REPETITION 

 

6 Baur Dokpol √ √    +4   

Keep 

Informed 

INFORMATIF 

INSTRUKTIF 

REFETITION 

7 Operator/Tim IT √ √    +4   

Keep 

Informed 

INFORMATIF 

INSTRUKTIF 

REPETITION 

B EKSTERNAL           

1 Kasatwil/Kasatker  
√ 

    +7  
Keep  

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

2 
Ksb Renmin 

Satwil/Satker 
 

√ 
    +7  

Keep  

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASI 
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       Tabel 2.2  Daftar Identifikasi Stakeholder Rencana Aksi Perubahan 

Keterangan: 

1) Jenis stakeholder 

➢ Primer : penerima manfaat/target dari upaya 

➢ Sekunder : mereka yang langsung terlibat 

➢ Utama : pejabat yang membuat kebijakan 

2) Kelompok stakeholder 

➢ Promoter : pengaruh tinggi, ketertarikan tinggi 

➢ Laten : pengaruh tinggi, ketertarikan rendah 

➢ Defender : pengaruh rendah, ketertarikan tinggi 

➢ Aphatetic : pengaruh rendah, ketertarikan rendah 

3) Pemetaan posisi dari setiap stakeholder: 

➢ Mendukung : + 

➢ Menolak : - 

➢ Netral : +/- 

4) Penetapan pengaruh stakeholder, makin besar pengaruh, makin tinggi 

kepentingan: 

➢ Rendah : 1 – 2 

➢ Sedang : 3 – 5 

➢ Tinggi : 6 – 8  

➢ Sangat Tinggi : 9 ≤ …….. 

5) Strategi komunikasi 

➢ Canalizing : teknik canalizing adalah memahami dan meneliti 

pengaruh kelompok terhadap individu atau stakeholder. 

➢ Informatif : teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang 

bertujuan mempengaruhi stakeholder dengan jalan 

memberikan penerangan. Penerangan berarti 

menyampaikan sesuatu apa adanya, apa 

sesungguhnya, di atas fakta dan data yang benar serta 

3 
BNN Propinsi 

Jambi 
 

 
√    +8  

Keep 

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASI 

4 Kasubid Provos  
 

√    +7  
Keep 

Satisfied 
INFORMATIF 

5 PNPP  
 

√     +2 
 

Monitor 

INFORMATIF 

PERSUASIF 



24 

 

pendapat yang benar pula. 

➢ Persuasif : teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan 

membujuk. Dalam hal ini stakeholder digugah pikirannya 

maupun perasaannya. 

➢ Edukatif : teknik edukatif merupakan salah satu usaha 

mempengaruhi Stakeholder dari suatu pernyataan umum 

yang diutarakan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan 

yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan 

pengalaman-pengalaman. Sumber pendidikan yang 

mendukung aksi perubahan termasuk jurnal, e-book, e-

jurnal dan open source information dari internet dan 

hasilnya akan diteruskan kepada pihak yang berwenang; 

➢ Instruktif  :   memberikan pengarahan dan petunjuk. 
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C. Peta Jejaring / Net Map Stakeholder 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

                                        
              
                                                  

 Keterangan : 

: Instruksi/perintah 

: Laporan & Konsultasi 

: Koordinasi 

: Sosialisasi 

 

 
 

Gambar 2.1. Peta Jejaring/Net Map Stakeholder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION 
 LEADER 

INTERNAL 

Kabiddokkes +9 

 Ksb Dokpol+9 

 Kaur Yankes 
+8 

EXTERNAL 

 Kaur Doksik   + 4 

Ksb Kespol +8 

BNN +8 

Kasatwil/Kasatker+7 

PNPP +2 

Baur  Dokpol +4 

Ksb Renmin 
Satwil/Satker  +7 

Kasubid Provos +7 

Operator/Tim IT +4 
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Penjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing peranan 

dalam penyelenggaraan rencana aksi perubahan antara lain : 

 

1) Action leader menerima instruksi dan kemudian memberikan 

laporan lebih lanjut mengenai rencana aksi perubahan kepada 

Kabiddokkes , Kasubiddokpol selaku Mentor. 

2) Action leader  melakukan pemberian informasi kepada 

Kasubbidkespol, Kaur Yankes, Paur DVI sebagai bentuk koordinasi 

untuk mempengaruhi stakeholder  dengan jalan memberikan 

penerangan terkait aksi perubahan yang direncanakan Action 

leader  

3) Action leader  memberikan instruksi kepada Baur Keskamtibmas 

selaku tim efektif dan kemudian selanjuynya tim efektif memberikan 

laporan timbal balik kepada Action leader   serta tetap berkoordinasi 

dengan baik. 

4) Action leader  melakukan sosialisasi kepada anggota Subbiddokpol, 

Subbidkespol, Bagrenmin serta seluruh personel yang akan 

membuat surat keterangan surat keterangan bebas narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi. 

 

 

D. Kuadran Stakeholder 
 

Setelah mengetahui nilai pengelompokan stakeholder, maka 

dirumuskanlah pengelompokan stakeholder berdasarkan pengaruh dan 

peran dari masing-masing stakeholder. Peran stakeholder dibagi dalam 

empat kuadran sebagai berikut : 
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Gambar 2.2. Kuadran Stakeholder 

Keterangan: 

 

a. Promoters             : Pengaruh tinggi, ketertarikan tinggi 

b. Defenders            : Pengaruh rendah, ketertarikan tinggi 

c. Latens                  : Pengaruh tinggi, ketertarikan rendah 

d. Apathetics             : Pengaruh rendah, ketertarikan rendah 

 
E. Strategi Komunikasi 

Metode yang digunakan dalam rencana aksi perubahan ini adalah 

menggunakan 2 strategi dalam menjalin hubungan dengan Stakeholder  dan 

Strategi dalam menjalan stakeholder : 

1) Strategi dalam menjalan hubungan dengan Stakeholder 

a. Manage Closely: Hubungan harus dijaga tetap dekat, diperuntukkan 

bagi stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan peran tinggi 

(Promoters); 

b. Keep Informed: Stakeholder diinformasikan setiap ada kejadian 

penting dalam proyek, bagi stakeholder yang memilki Pengaruh 

rendah peran tinggi (Defenders); 

c. Keep Satisfied: Stakeholder sebisa mungkin tetap dibuat senang 

bagi keberlangsungan proyek, pendekatan stakeholder dengan 

strategi keep satisfied biasanya diperuntukkan stakeholder yang 

 
 

 KASUBIDKESPOL 

   

 

 
  KASUBID PROVOS 
  BNN 

 

-  

- KASUBIDOKPOL 
 

APATHETICS 

PNPP 

 

 
 

- KAUR DOKSIK 

- BAUR DOKPOL 

- OPERATOR/TIM 

IT 



28 

 

mempunyai pengaruh tinggi peran rendah (Latens); 

d. Minimal Effort (ME) : diperuntukkan bagi stakeholder dengan 

pengaruh rendah peran rendah (Apathetic). 

 

2) Strategi Komunikasi 

a. Canalizing. Teknik Canalizing adalah memahami dan meneliti 

pengaruh kelompok terhadap individu atau stakeholder. Action 

Leader perlu memastikan bahwa inovasi ini sudah sesuai dengan 

nilai-nilai dan standar stakeholder. Dengan cara meminta petunjuk, 

saran, dan pendapat kepada atasan langsung mengenai aksi 

perubahan sehingga implementasi aksi perubahan dapat terlaksana 

dengan baik; 

b. Informatif yaitu teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang 

bertujuan mempengaruhi Stakeholder dengan jalan memberikan 

informasi. informasi berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, 

apa sesungguhnya, di atas fakta dan data yang benar serta 

pendapat yang benar pula.  Action Leader memberikan informasi 

kepada seluruh rekan kerja dalam membantu Action Leader 

mengimplementasikan aksi perubahan;  

c. Persuasif yaitu Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan 

jalan membujuk. Dalam hal ini Stakeholder digugah baik pikirannya, 

maupun dan terutama perasaannya. Action Leader memberikan 

alasan atau pengertian akan tujuan dari pelaksanaan aksi 

perubahan ini bagi Subsatker serta mengajak para rekan kerja team 

work untuk ikut menyusun jadwal pelaksanaan aksi perubahan 

sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan 

perencanaan yang disepakati bersama; 

d. Instruktif yaitu Action Leader  memberikan arahan atau perintah 

agar para pelaksanaan/tim efektif melaksanakan tugas atau 

pekerjaan dalam aksi perubahan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN 
 

A. Pemanfaatan Sumber Daya 

1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia 

Dalam mewujudkan aksi perubahan diperlukan pemanfaatan Sumber 

Daya Manusai (SDM) yang ada pada Subbiddokpol Biddokkes Polda Jambi. 

Pemanfaatan sumber daya manusia ini bertujuan agar aksi perubahan dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.  

Mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aksi perubahan adalah 

sebuah proses yang dimulai untuk pelaksanaan dan berkelanjutan aktivitas 

mencapai tujuan dengan keahlian, pengetahuan, konsep/ pemikiran. 

Berikut pengorganisasian Tim efektif dalam aksi perubahan Optimalisasi 

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda 

Jambi berdasarkan Keputusan Kabiddokkes Polda Jambi Nomor: 

Sprin/177/VI/DIK.2.2./2025/Biddokkes, tanggal 18 Juni 2025 tentang 

Pembentukan Tim Efektif Proyek perubahan Optimalisasi  pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi, 

merupakan Tim yang aktif  dalam pelaksanaan Aksi Perubahan di Biddokkes 

Polda Jambi. 

   

Gambar 3.1. Posisi Action Leader 
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Berdasarkan Gambar 3.1 tersebut di atas, Tugas/Fungsi dari setiap unit dalam 

tata kelola aksi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Sponsor (Kabiddokkes, A K B P  d r .Alfons Silawa, M.Si): 
 

1) memberikan otorisasi  kepada  Action  Leader  untuk menyusun 

aksi perubahan; 

2)  mempelajari dan mendalami aksi perubahan Action Leader ; 

3) memberikan  masukan  penyempurnaan   terhadap rencana aksi 

perubahan; 

4) memastikan aksi perubahan tersebut membantu peningkatan 

kinerja organisasi; 

5) menjadi sumber inspirasi bagi Action Leader dalam membantu 

aksi perubahan; 

6) melakukan intervensi bila Action Leader mengalami 

permasalahan/ kendala; 

7)     menyetujui aksi perubahan. 
 

b. Mentor (Kasubiddokpol, AKBP dr.Syahril,M.M.): 

1) Bertindak    sebagai    pembimbing,    pengawas,    dan penasihat 

secara profesional serta berperan sebagai inspirator; 

 

2) Memberikan    dukungan   penuh   dalam   merancang aksi 

perubahan; 

 

3) Memberikan  persetujuan,  arahan,  strategi  dan  teknis 

pelaksanaan aksi perubahan, serta terus memantau 

perkembangan aksi perubahan. 

 

c. Coach (Pembina Nolik Dwi Atmono, S.E., M.M.) 
 

1) Melakukan  diskusi  dan  memberikan  masukan  dalam menyusun 

aksi perubahan; 

 

2) Memastikan   Action   Leader   telah   menetapkan   area perubahan 

yang akan menjadi aksi perubahan; 

 

3) Melakukan  monitoring  terhadap  Action  Leader  dalam 

mengkomunikasikan aksi  perubahannya kepada atasannya 

langsung; 

 

4) Memberikan   arahan   bila   Action   Leader   mengalami masalah; 

 

5) Melakukan  intervensi  bila  Action  Leader  mengalami 
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permasalahan sebatas kewenangan Coach. 

 

d. Action Leader (Paur Keskamtibmas ) 

1) Melaporkan  temuan  masalah  dan  rumusan  inovasi kepada 

Mentor; 

2) Merumuskan  program  kegiatan  yang  akan  dilakukan dalam 

menangani masalah; 

3) Mempersiapkan  (dokumen,  instrumen,  waktu)  yang diperlukan 

dengan baik sebelum bertemu / komunikasi dengan Mentor dan 

Coach; 

4) Berinisiatif   melakukan   diskusi  secara   aktif   dengan Mentor   

dan   Coach   serta   mengikuti   arahan    dan masukan; 

5) Menggalang        kerjasama         dan        kesepakatan dengan 

stakeholder terkait baik internal maupun eksternal; 

6) fMengarahkan dan memotivasi tim efektif aksi perubahan; 

7) Membuat laporan kegiatan aksi perubahan. 

 
 

e.     Tim Efektif 
 

1) Membantu Action Leader dalam penyelenggaraan aksi perubahan; 

2) Membantu   Action   Leader   dalam   memonitoring   dan evaluasi 

hasil aksi perubahan; 

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan aksi perubahan; 

4) Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah 

ditetapkan; 

5) Mempersiapkan  atau merencanakan  dokumen/ instrumen/ waktu 

yang diperlukan baik administrasi maupun keuangan; 

6) Membuat   laporan   pelaksanaan   pekerjaan    sesuai jadwal. 

 

2. Pengelolaan Anggaran 

Anggaran pelaksanaan aksi perubahan ini tidak sepenuhnya didukung 

DIPA Biddokkes Polda Jambi, namun ada juga dibiayai secara swadaya Action 

Leader sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), 

sehingga perlu koordinasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap 

pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya jika dipandang perlu dan mendapat 
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persetujuan pimpinan, sebagian dapat dianggarkan melalui DIPA pada tahun 

anggaran berikutnya.: 

 

 

 

NO 

 

 

URAIAN KEGIATAN 

PERHITUNGAN 

 

VOLUME 

HARGA 
SATUAN 
(RUPIAH) 

 
JUMLAH 
(RUPIAH) 

1 Rapat Persiapan Tim Efektif   150.000 

- Snack 10 Org x 1 Giat 10 Org 15.000 150.000 

2 Rapat Penyusunan SOP       150.000 

- Snack 10 Org x 1 Giat 10 Org 15.000    150.000 

3 ATK   460.000 

- Kertas A4 80 gram 

1 Rim 

1 Rim 60.000       60.000 

- Tinta Epson 664 Black 

1 Buah 

1 Buah 100.000 100.000 

- Tinta Epson 664 Cyan 

1 Buah 

1 Buah 100.000 100.000 

- Tinta Epson 664 Magenta 

1 Buah 

1 Buah 100.000 100.000 

- Tinta Epson 664 Yellow 

1 Buah 

1 Buah 100.000 100.000 

  

JUMLAH 

 

760.000,- 

Terbilang: “ Tujuh Ratus Enam puluh Ribu Rupiah” 

 Tabel 3.1 Rincian penggunaan biaya 

 

3.  Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Untuk mensukseskan aksi perubahan ini diperlukan sarana dan prasarana 

yang akan disediakan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada 

di lingkungan Biddokkes Polda Jambi. 

1. Perangkat komputer/ laptop; 

2. Microfon dan pengeras suara 

3. Smartphone 

4. Printer; 
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5. Jaringan internet; 

6. Alkes dan Bahan habis Pakai (BHP) 

 
4. Strategi mengatasi masalah 

 
Dalam aksi perubahan yang dilakukan akan ada resiko yang muncul, 

diantaranya yaitu adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena 

itu perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen atas resiko yang muncul dengan cara 

yang sistematis dan terukur. Adapun manajemen resiko yang dilakukan dapat 

diuraikan pada tabel dibawah ini, yaitu: 

Tabel 3.2 Potensi Masalah   
 

NO POTENSI MASALAH RESIKO/ DAMPAK 

 
STRATEGI MENGATASI 

MASALAH 

1 Action Leader dan 
tim efektif kesulitan 
mengatur waktu 
dalam 
melaksanakan aksi 
perubahan dan 
menyelesaikan 
tupoksi sehari-hari 

Kurang maksimal hasil 
dari Aksi Perubahan 

Pembagian waktu antara 
penjadwalan pelaksanaan 
Aksi Perubahan dengan 
pelaksanaan tugas sehari-hari 

2. Kurangnya 
pemahaman 
personil Dokpol 
terhadap 
pembuatan surat 
keterengan bebas 
narkoba dengan 
menggunakan SOP 

Kesalahan dalam 
penyampaian informasi 
tentang SOP terhadap 
PNPP yaitu kepada 
anggota Polri dan ASN 

Melakukan pelatihan penerapan 
SOP dengan pelatihan 
peningkatan kemampuan dokpol 

3. Kendala teknis 
pelaksanaan 
dengan 
menggunakan 
SOP 

Tertundanya 
implementasi 
pelayanan dengan 
menggunakan SOP 

Koordinasi intensif dengan tim IT 
menyiapkan SOP 

4 Kurangnya 
Komitmen atau 
partisipasi dari 
personil Dokpol 

Program tidak berjalan 
optimal karena 
rendahnya pemahaman 
SOP 

- Melibatkan pimpinan 
dalam sosisalisasi dan 
reward sistem.  

- Melakukan evaluasi dan 
feedback secara berkala. 

5 Pergantian 
personel/rotasi 
kerja yang 
berdampak pada 
kontinuitas 
implementasi 
program 

Perlu 
pengulangan 
pelatihan kepada 
personil yang baru 

Membuat modul pelatihan 
peningkatan kemampuan Dokpol 
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B. Stakeholder 

1. Dukungan Stakeholders 

a. Internal  

Stakeholders internal yang dimaksud selain Kasubiddokpol selaku 

mentor dan Kabiddokkes  selaku pemberi legalitas, ada juga Para Kaur dan 

Paur di Biddokkes Polda Jambi. Dukungan stakeholder internal dalam bentuk 

pernyataan dukungan dan kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dan 

konsultasi dalam Implementasi Aksi Perubahan Optimalisasi Pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Koordinasi dan konsultasi 

dengan stakeholder internal lebih sering dilakukan melalui metode tatap muka 

langsung. Koordinasi dan konsultasi stakeholder internal dimulai dengan 

Kasubiddokpol Biddokkes Polda Jambi (sebagai mentor) dan dokter ahli 

pertama serta Ba Urkeskamtibmas (sebagai Tim Efektif). 

  

b. Eksternal 

Stakeholder eksternal juga memberikan dukungan penuh terhadap 

implementasi aksi perubahan. Dukungan diberikan oleh Kasubidkespol, Kaur 

Yankes Subbidkespol, Paur DVI Subbiddokpol, Kasubbagrenmin Humas, 

Kasubid Provos dan BNN. Dukungan yang diberikan dalam bentuk surat 

pernyataan dukungan dan kemudahan dalam berkoordinasi.     

 

2. Kuadran Stakeholder setelah aksi perubahan 

Setelah Action Leader melaksanakan sosialisasi dan implementasi aksi 

perubahan, Action Leader telah behasil memobilisasi para stakeholder yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Identifikasi stakeholder setelah aksi perubahan 

Tabel  3.3. Identifikasi Stakeholder 

NO STAKEHOLDERS 

T
IM

 E
F

E
K

T
IF

 

JENIS 

STAKEHOL

DER 

KELOMPOK 

STAKEHOLDER 

 

 

STRATEGI 

MENGHADAPI 

STAKEHOLDER 

STRATEGI 

KOMUNIKASI 

P
R

IM
E

R
 

S
E

K
U

N
D

E
R

 

U
T

A
M

A
 

P
R

O
M

O
T

E
R

 

D
E

F
E

N
D

E
R

 

L
A

T
E

N
 

A
P

A
T

E
T

H
IC

 

A INTERNAL           

1 Kabiddokkes     √ +11    
Manage 

Closely 

CANALIZING 

 

2 
Kasubbiddokpol 

(Mentor) 
   √ +11    

Manage 

Closely 

CANALIZING 

 

3 Kasubbidkespol    √  +10    

Keep 

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

 

 

4 Kaur Yankes    √  +10    
Keep 

Satified 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

5  Kaur Doksik      +5   

Keep 

Informed 

INFORMATIF 

INSTRUKTIF 

REPETITION 

 

6 Baur Dokpol √ √    +5   

Keep 

Informed 

INFORMATIF 

INSTRUKTIF 

REFETITION 

7 Operator/Tim IT √ √    +5   

Keep 

Informed 

INFORMATIF 

INSTRUKTIF 

REPETITION 

B EKSTERNAL           

1 
Kasatwil / 

Kasatker 
 

√ 
  +9    

Keep  

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASIF 

2 
Ksb Renmin 

Satwil/Satker 
 

√ 
  +9    

Keep  

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASI 

3 
BNN Propinsi 

Jambi 
 

 
√  +9    

Keep 

Satisfied 

INFORMATIF 

PERSUASI 

4 Kasubid Provos  
 

√  +9    
Keep 

Satisfied 
INFORMATIF 
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Keterangan : 

1) Jenis stakeholder 

a) Primer : penerima manfaat/target dari upaya 

b) Sekunder : mereka yang langsung terlibat 

c) Utama : pejabat yang mebuat kebijakan 

2) Kelompok stakeholder 

a)  Promoter : pengaruh tinggi, ketertarikan tinggi 

b)  Latens : pengaruh tinggi, ketertarikan rendah 

c)  Defender : pengaruh rendah,ketertarikan tinggi 

d)  Aphatetic : pengaruh rendah,ketertarikan rendah  

3) Pemetaan posisi dari setiap stakeholder: 

a) Mendukung : + 

b) Menolak  : - 

c) Netral  : +/- 

4) Penetapan pengaruh stakeholder, makin besar pengaruh, makin tinggi 

kepentingan : 

a)     Rendah  : 1 – 2 

b)     Sedang  : 3 – 5 

c)     Tinggi  : 6 – 8 

d)     Sangat Tinggi : 9 ≤ …….. 

e) Strategi menghadapi stakeholder: 

a) MC (Manage Closely) : hubungan harus dijaga dengan tetap dekat 

bagi stakeholder yang memiliki power (promoter). 

b) KI (Keep Informed)      : informasikan setiap ada kejadian (defender). 

c) KS (Keep Satisfied)   : tetap dibuat senang untuk keberlangsungan 

aksi (latent). 

d) ME (Minimal Effort)  :  menginformasikan sewajarnya/ usaha 

minimal (apathetic). 

 

 

 

 

5 PNPP  
 

√   +5   
 

Monitor 

INFORMATIF 

PERSUASIF 
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b. Peta Jejaring/Net Map Stakeholder setelah Aksi perubahan 

 
 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

: Instruksi/perintah 

: Laporan & Konsultasi 

: Koordinasi 

: Sosialisasi 

 
Gambar 3.2. Peta Jejaring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTION 
 LEADER 

INTERNAL 

Kabiddokkes +11 

 Ksb Dokpol+11 

 Kaur Yankes 
+10 

EXTERNAL 

 Kaur Doksik   + 5 

Ksb Kespol +10 

BNN +9 

Kasatwil/Kasatker+9 

PNPP +5 

Baur  Dokpol +5 

Ksb Renmin 
Satwil/Satker  +9 

Kasubid Provos +9 

Operator/Tim IT +5 
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c. Kuadran Stakeholder setelah aksi perubahan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.  Kurva Kuadran Stakeholder Aksi Perubahan 

 

 

Gambar 3.3. menunjukan adanya perubahan identifikasi terkait 

Stakeholder setelah aksi perubahan. Stakeholder pada kelompok latent 

menjadi promoter, dan dari Apathetics menjadi Defenders, ini didukung 

dengan adanya surat dukungan dari Stakeholder 

 

 
 

  

 

-  

- KASUBIDOKPOL 

- KASUBIDKESPOL 

- KASATWIL/KASATKER 

- KSB RENMIN 

SATWIL/SAKKER 

- KSB PROVOS 

- BNN 

-  

APATHETICS 
 

 
 

- KAUR DOKSIK 

- BAUR DOKPOL 

- OPERATOR/TIM 

IT 

- PNPP 
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C.  Capaian Aksi Perubahan 

1. Kesesuaian antara Milestone dan Implementasi  

Pelaksanaan atau implementasi aksi perubahan, sebagaimana 

dijelaskan dalam tahapan milestone jangka pendek selama 60 (enam puluh) 

hari, seperti contoh tabel dibawah ini: 

 
Tabel 3.4. 

Kesesuaian Milestone dengan Implementasi  Aksi Perubahan 
 

 

TAHAPAN 
OUTPUT WAKTU    

KEGIATAN PELAKSANAAN KET 

KEGIATAN RENCANA REALISASI RENCANA 
REALISA

SI 
LAMPIRAN 

Masa Off Campus (60 hari)  

Perancanaan (Planning)         

Menghadap dan 
melaporkan kepada 
mentor mengenai 
pelaksanaan aksi 
perubahan 

- Dokumentasi 
- Persetujuan 

- Dokumentasi 
- Persetujuan 

10 Juni 2025 10 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Konsolidasi dan 
koordinasi dengan 
stakeholder internal 
dan eksternal 
tentang aksi 
perubahan yang 
akan dilaksanakan. 

Dokumentasi Dokumentasi 11 Juni 2025 11 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Koordinasi dengan 
Tim Efektif dan Tim 
IT tentang 
perencanaan 
pembuatan SOP,  
pelaksanaan 
Sosialisasi dan 
Publikasi ke 
Youtube,IG dan 
Tiktok 

Dokumentasi Dokumentasi 12 Juni 2025 13 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Action Leader 
mengikuti webinar 

- Dokumentasi 
- Sertifikat 
 Penambahan 
pengetahuan 
dan 
peningkatan 
strategi 
kompetensi 

 

- Dokumentasi 
- Sertifikat 
 Penambahan 

pengetahuan dan 
peningkatan 
strategi 
kompetensi 

 
 

13 Juni 2025 12 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) 

Rapat pembentukan 
Tim efektif untuk 
mendukung Aksi 

- Undangan 
- Absensi 
- Notulen rapat 

- Undangan 
- Absensi 
- Notulen rapat 

17 -18 Juni 
2025 

17-18 
Juni 2025 

Sudah 
tercapai 
100% 
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Perubahan dan 
pembagian tugas 
Tim Efektif 

- Dokumentasi 
- Tabel 

pembagian 
tugas tim 
efektif 

- Dokumentasi 
Tabel pembagian 
tugas tim efektif 

Membuat Surat 
Perintah Tim efektif 

-  Dokumentasi 
- Dokumen 

Surat Perintah 
Tim Efektif 

- Dokumentasi 
- Dokumen Surat 

Perintah Tim 
Efektif 

18 Juni 2025 
19 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Action leader 
mengikuti webinar 
 

- Dokumentasi 
- Sertifikat  
- Penambahan 

pengetahuan 
dan 
peningkatan 
strategi 
kompetensi 

- Dokumentasi 
- Sertifikat  
- Penambahan 

pengetahuan 
dan 
peningkatan 
strategi 
kompetensi 

19 Juni 2025 24 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Action leader 
mengikuti webinar 
 

- Dokumentasi 
- Sertifikat  
 Penambahan 

pengetahuan 
dan 
peningkatan 
strategi 
kompetensi 

- Dokumentasi 
- Sertifikat  

Penambahan 
pengetahuan 
dan 
peningkatan 
strategi 
kompetensi 

20 Juni 2025 
 

10 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

PELAKSANAAN (ACTUATING)     

Mengumpulkan data 
dan bahan dukung 
untuk membuat SOP 
pelayanan 
Pembuatan Surat 
keterangan Bebas 
Narkoba  

- Dokumentasi 

- Terkumpulnya 

Data dan bahan 

dukung 

- Dokumentasi 

- Terkumpulnya 
Data dan bahan 
dukung 

24 Juni 2025 24 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Pembuatan SOP 
oleh Tim Efektif 

- Dokumentasi  
 

- Dokumentasi  
 

25 Juni 2025 24 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Melakukan uji 
coba/eksperimen 
dengan 
menggunakan SOP 

- Dokumentasi 
- Tim efektif 

menganev  
aksi 
perubahan 
terkait SOP 

- Dokumentasi 
- Tim efektif 

menganev  aksi 
perubahan 
terkait SOP 

2 Juli 2025 30 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Pembuatan 
Pernyataan 
Kabiddokkes tentang 
Penggunaan SOP 
keberlanjuan 

- Dokumentasi 
- Surat 

Pernyataan 
Kabiddokkes 
tentang 
Penggunaan 
SOP 
keberlanjutan  

- Dokumentasi 
- Surat 

Pernyataan 
Kabiddokkes 
tentang 
Penggunaan 
SOP 
keberlanjutan  

7 Juli 2025 7 Juli 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Sosialisasi terkait 
penggunaan SOP 

Sosialisasi - Dokumentasi 
- Absensi 

10 Juni 2025 11 Juni 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Implementasi aksi 
perubahan 

Terimplementasi
nya SOP kepada 
stakeholder 

- Terimplementas
inya SOP 
kepada 
stakeholder 

 
 

11 Juni 2025 07 Juli 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 
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MONITORING DAN EVALUASI (CONTROLING) 

Membuat angket 
kuesioner aksi 
perubahan 

Angket/quisioner Angket/quisioner 24 Juli 
2025 

4 Agustus 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Merekap dan 
mengolah hasil 
kuesioner dari 
Stakeholder 

Dokumen dan 
rekapan hasil 
kuesioner 

Dokumen dan 
rekapan hasil 
kuesioner 

25 Juli 
2025 

4 Agustus 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Membuat usulan 
penggunaan aplikasi 
ke dalam SKP 

Nota Dinas 
Usulan 

Nota Dinas 
Usulan 

25 Juli 
2025 

5 Agustus 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Pembuatan surat 
pernyataan 
keberlanjutan 
penggunaan SOP 

Surat pernyataan 
keberlanjutan 

Surat pernyataan 
keberlanjutan 

7 Juli 2025 4 Agustus 
2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

Pembuatan berita 
acara serah terima 
aksi perubahan 

Berita Acara 
Serah Terima  

Berita Acara 
Serah Terima  

8 Agustus 
2025 

6 
 Agustus 

2025 

Sudah 
tercapai 
100% 

TAHAP PASCA PELATIHAN     

JANGKA MENENGAH 

Monev kegiatan 
pembuatan syrat 
keterangan surat 
bebas narkoba 
secara manual 
berkala dan 
berkelanjutan  

-   

6 Bulan 
Pasca 

Pelatihan 

 

 

Tersusunnya laporan 
pembuatan Surat 
keteranagna bebas 
narkoba di 
Subbiddokpol  
secara berkala dan 
berkelanjutan 

-  

 

6 Bulan 
Pasca 

Pelatihan 

 

 

JANGKA PANJANG 

Pembaharuan 
SOP permohonan 
surat bebas 
narkoba sesuai 
dengan peraturan 
baru dan kebijakan 
pimpinan. 
 

-  

 

1 Tahun 
Pasca 

Pelatihan 

 

 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam tahap perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi tidak 

mengalami perubahan dalam hal rencana kegiatan namun ada beberapa 

perubahan dalam hal waktu pelaksanaan apabila dibandingkan dengan 

rencana sebelumnya, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi, misalnya jadwal 

Webinar yang tidak sesuai tanggalnya dengan rencana awal, sehingga hal 

ini akan berpengaruh pada perubahan waktu pelaksanaan kegiatan. 



42 

 

Action Leader berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder 

lain guna meminta dukungan atas aksi perubahan yang disusun, 

berdasarkan hasil komunikasi secara persuasif dan konsultatif dengan 

stakeholder diperoleh dukungan positif yang dibuktikan dengan surat 

dukungan stakeholder. 

2. Pencapaian Hasil Aksi Perubahan 

a. Perencanaan 
 

Tahap perencanaan dilaksanakan pada tanggal  10 s.d. 13 Juni 

2025 dalam melaksanakan tahapan aksi perubahan berupa 

Optimalisasi pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba 

dengan SOP di Bidddokkes Polda Jambi. Kegiatan pada tahap 

perencanaan ini dapat terlaksana dengan progress 100%. 

1) Menghadap Kasubbiddokpol Biddokkes Polda Jambi selaku 

Mentor. 

  Pada hari pertama dalam tahap off campus, action leader 

menghadap Mentor di ruang kerja mentor. 

 

 
Gambar 3.4. Dokumentasi Menghadap Mentor 

 

 

 

 

Menghadap Kasubbiddokpol sebagai Mentor 
AKBP dr. Syahril, M.M. 
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Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kasubbiddokpol 

Biddokkes Polda Jambi, Action Leader menyampaikan laporan dan 

berkonsultasi dengan Mentor tentang kegiatan aksi perubahan yang 

akan dilaksanakan, meliputi rencana aksi perubahan, keterlibatan  

stakeholder  internal  dan  stakeholder  eksternal, serta hal-hal lain 

yang diperlukan dalam kegiatan aksi perubahan. 

2) Menghadap Kasubidkespol dan Kaur Yankes di lingkungan 

Subbidkespol selaku stakeholder internal di ruang kerja 

Subbidkespol. 

          

 
Gambar 3.5. Melakukan pertemuan dengan Stakeholder Internal 

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kerja Subbidkespol 

Biddokkes Polda Jambi. Action Leader menyampaikan kepada 

Kasubidkespol dan Kaur Yankes terkait kegiatan aksi perubahan yang 

akan dilaksanakan. 

Melaksanakan pertemuan dengan stakeholder eksternal. Pada 

hari selanjutnya, action leader bertemu dengan Subbid Provos selaku 

stakeholder eksternal dalam pertemuan ini action leader menerangkan 

dan menjelaskan tentang aksi perubahan yang akan dilakukan. 

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Subbiddokpol dan di ruang 

Kasubidprovos. 
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                   Gambar 3.6. Dokumentasi pertemuan dengan stakeholder eksternal 
 

 

3) Menghadap dan melaporkan SOP Pelayanan pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba kepada Kabiddokkes Polda Jambi. 

        Selanjutnya action leader mengahdap stakeholder 

Kabiddokkes di ruang kerja Kabiddokkes Polda Jambi. 

    

                   Gambar 3.7 Melakukan pertemuan dengan Kabiddokkes 

Polda Jambi selaku Sponsor. 

 

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kerja Kabiddokkes 

Polda Jambi, dalam kegiatan ini action leader menyampaikan 

secara singkat terkait rencana Aksi perubahan Optimalisasi 

pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba. 

Penjelasan beupa millestone kegiatan, produk yang dihasilkan 

dalam bentuk Revisi SOP. 

 

4) Action leader mengikuti webinar.  

Selanjutnya action leader mengikuti webinar yang bertema 

tentang public speaking untuk pengetahuan, menggali potensi diri 

dalam rangka mengembangkan kemampuan dalam hal 

berkomunikasi dengan di depan publik diselenggarakan oleh 
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Founder Trias Academy dan dilaksanakan  pada tanggal 13 Juni 

2025 pukul 19.00 s.d. 21.30 WIB. 

 

 
 

 

 
 

Gambar 3.8  Action leader mengikuti webinar 
 

b. Pengorganisasian 

Tahap pengorganisasian dilaksanakan pada tanggal  16 s.d. 18 

Juni 2025 dengan rincian kegiatan yaitu penetapan tim efektif dan rapat 

kerja tim efektif. Kegiatan pada tahap pengorganisasian ini dapat 

terlaksana dengan progress 100%. 
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1) Penetapan Tim Efektif 

Merupakan kegiatan membentuk tim efektif yang akan 

mendukung Action Leader dalam tahap implementasi aksi 

perubahan dan ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah yang 

disahkan oleh pimpinan. Adapun outputnya yaitu Surat Perintah 

Kaboddokkes Polda Jambi Nomor: Sprin/177/VI/DIK.2.2./2025, 

tanggal 18 Juni 2025 Tentang Pembentukan Tim Efektif dalam 

pelaksanaan realisasi Aksi Perubahan Peserta Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas (PKP) Polri Polri Gel. II T.A. 2025 atas 

nama Penata Tk I SUPRATMAN.S.S.Kep.  

Selain Sprin dari Kabiddokkes, Kabiddokkes juga 

mengeluarkan Kep terkait pembentukkan Tim Efektif yang terdiri 

dari daftar pesonel yang terlibat, Struktur organisasi tim efektif dan 

tupoksi tim efektif. Output Kep Kabiddokkes memiliki nomor : 

KEP/02/VI/2025 tentang pemntukkan tim efektif Optimalisasi 

pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi.     
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Gambar 3.9 Sprin dan Kep Tim Efektif  
 

2) Rapat dengan Tim efektif 

Action Leader menyampaikan tentang kegiatan 

implementasi dari Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 

yang akan dilaksanakan selama 2 bulan kedepan meliputi 

Rencana Aksi Perubahan, keterlibatan stakeholder internal dan 

stakeholder eksternal serta hal-hal lain yang diperlukan dalam 

kegiatan aksi perubahan. Rapat kerja tersebut membahas apa 

saja yang harus di laksanakan berikutnya pada aksi perubahan di 

Subbidokpol Biddokkes Polda Jambi. 
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Gambar 3.10.Undangan, Notulen dan Daftar Hadir Rapat Tim Efektif 

 

 

 
 

  Gambar 3.11. Dokumentasi Rapat Tim Efektif 

 

      

c. Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan dimulai pada tanggal 19 s.d.26 Juni 2025. Di 

tahap pelaksanaan ini merupakan tahapan pembuatan SOP 

Optimalisasi Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba, 

melaksanakan uji coba/eksperimen penggunaan SOP, pembuatan 

Keputusan Kabiddokkes Polda Jambi tentang penggunaan SOP dalam 

pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba, pelaksanaan Bimtek 

penggunaan SOP, pelaksanaan Sosialisasi hasil Webinar, Sosialisasi 

tentang SOP kepada stakeholder eksternal, pembuatan Surat 

Pernyataan Dukungan Stakeholder dan implementasi Aksi perubahan. 

Kegiatan pada tahap pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan 

progress 100%. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut: 
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1) Pembuatan SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba. 

Action Leader bersama dengan Tim Efektif merancang SOP 

dimulai dengan mengumpulkan bahan acuan,membuat draft SOP 

tentang Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba 

di Biddokkes Polda Jambi. 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Kegiatan Tim Efektif Pembuatan SOP 

 

 

Gambar 3.12.SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba  Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan.   

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2025, 

bertempat di ruang Subbiddokpol Biddokkes Polda Jambi.. 

 

2) Mengikuti Webinar 

Action leader mengikuti Webinar kedua dengan materi 

tentang AI untuk dunia kerja Sukses karir memanfaatkan AI oleh 

Marvin Foundation pada tanggal 14 Juni 2025.Kegiatan Webinar 

ini bertujuan untuk pengetahuan tentang pemanfaatan 

penggunaan AI dalam dunia kerja dan membantu Action Leader 

dalam melaksanakan Aksi Perubahan  tentang SOP Pelayanan 

pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba.   
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Gambar 3.13. Action Leader Mengikuti Webinar 
 

 

 

3) Menyusun SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi   

Action Leader bersama dengan Tim Efektif yang telah 

dibentuk telah menyusun SOP setelah koordinasi dengan Mentor 

dan mendapat persetujuan  oleh Kabiddokkes Polda Jambi selaku 

Sponsor. 
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Gambar 3.14. SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan 

Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi 

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Subbiddokpol 

tanggal 24 Juni 2025, SOP Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba bertujuan untuk memberikan 

bagaimana prosedur dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi untuk PNPP baik itu anggota 

Polri maupun ASN Polri di Biddokkes Polda Jambi. 

4) Pembuatan Keputusan Kabiddokkes Polda Jambi tentang 

penggunaan Penerapan SOP dalam Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba.  

Action Leader membuat Keputusan Kabiddokkes Nomor: 

Kep/03/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025 perihal penggunaan 

Pemberlakuan SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan 

Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 
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Gambar 3.15. Keputusan Kabiddokkes Polda Jambi tentang 

penggunaan SOP pada Pelayanan Pembuatan 

Surat Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes 

Polda Jambi 

 

Keputusan Kabiddokkes Polda Jambi tentang penggunaan 

SOP pada Surat Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda 

Jambi dan ditandatangani oleh Kabiddokkes Polda Jambi pada 

tanggal 24 Juni 2025. 

5) Melaksanakan uji coba/eksperimen penggunaan SOP Pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba  

Kegiatan uji coba/eksperimen penggunaan SOP pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda 

Jambi dilaksanakan  di ruang Subbiddokpol Biddokkes Polda 

Jambi pada tanggal 02 Juli 2025 dengan tujuan untuk mengetahui 

kekurangan dari pelaksanaan SOP yang dibuat agar bisa segera 

diperbaiki. 

 
 
Gambar 3.16. Uji Coba Penggunaan SOP Pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba. 

 

6) Melaksanakan Launching Inovasi  penggunaan SOP dalam 

pelayanan pembitan Surat Keterangan Bebas Narkoba. 

  Pelaksanaan Launching Inovasi penggunaan SOP dalam 

Pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba 

dilaksanakan di ruang rapat Kabiddokkes Polda Jambi pada 
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tanggal 10 Juli 2025 yang dilaksanakan oleh Kasubiddokpol  

dihadiri oleh Kabiddokkes, Kasubidkespol dan personel 

Biddokkes lainnya termasuk Tim Efektif dilanjutkan dengan 

Pelayanan pembuatan Surat keterangan bebas narkoba dengan 

menerapkan SOP kepada personil yang akan mengikuti 

Pendidikan dan pelatihan dihadiri 26 orang. 

   

       

Gambar 3.17 Pelaksanaan Launching Penggunaan SOP 

 

7) Kegiatan Bimtek penggunaan SOP Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 

Action leader melaksanakan Bimtek penggunaan SOP 

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi kepada Stakeholder internal dan eksternal 

pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dokpol T.A 

2025 pada tanggal 24 Juli 2025 yang dihadiri oleh Kabiddokkes 

Polda Jambi dan seluruh Kasi Dokkes Polres/Ta Sejajaran 

Biddokkes Polda Jambi.  
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Gambar 3.18. Bimtek penggunaan SOP Pelayanan Pembuatan Surat 
Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi dan Daftar Hadir. 

 

8) Mengikuti Webinar 

Action leader mengikuti Webinar ketiga dengan tema 

Manajemen SDM Strategi Kunci Membangun Tim Unggul.  

 

   

Gambar 3.19. Action Leader Mengikuti Webinar 
 

Kegiatan webinar ini bertujuan untuk mmenambah ilmu dan 

wawasan Action Leader dalam membangun Tim Efektif yang akan 

selalu membantu Action Leader dalam melaksanakan Aksi 

Perubahan yang akan dilakukan. Kegiatan Webinar ini 
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diselenggarakan oleh Eduverse Indonesia pada tanggal 12 Juli 

2025 pukul 09.00 WIB. 

 

9) Sosialisasi tentang SOP Pelayanan Pembuatan Surat Bebas 

Narkoba kepada stakeholder Internal. 

Action leader melaksanakan Sosialisasi tentang SOP 

Pelayanan Pembuatan Surat Bebas Narkoba kepada stakeholder 

Internal melalui Pelatihan peningkatan kemampuan Dokpol 

dimulai dengan pembuatan surat Telegram undangan kegiatan 

sosialisasi SOP Pelayanan Pembuatan Surat Bebas Narkoba 

Nomor : ST/10/REN.2.3/2025, tanggal 18 Juli 2025 perihal 

Pelatihan peningkatan Kemampuan Dokpol dan Sosialisasi SOP 

Pelayanan Pembuatan Surat Bebas Narkoba di Biddokkes Polda 

Jambi. 
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Gambar 3.20. Surat undangan, dan daftar hadir kegiatan Sosialisasi 
Pelayanan Pembuatan Surat Narkoba dengan SOP  

 

     

 

Gambar 3.21. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pelayanan 

Pembuatan Surat Narkoba dengan SOP 

 

Kegiatan  Sosialisasi Pelayanan Pembuatan Surat 

Narkoba dengan SOP kepada Stakeholder dilaksanakan pada 

tanggal 24 Juli 2025 di ruang Aula Lantai IV Gedung Siginjai Polda 

Jambi. Kegiatan berjalan dengan lancar dan stakeholder eksternal 

sudah memahani tentang Pelayanan Pembuatan Surat Narkoba 

dengan SOP yang dirancang oleh action leader. 

10) Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder 

  Action Leader membuat surat pernyataan dukungan 

stakeholder eksternal dan stakeholder internal sebanyak 7 (tujuh) 

surat dan diajukan kepada masing-masing stakeholder untuk 

ditandatangani. 
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Gambar 3.22. Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder 

 

Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder sudah dibuat oleh 

Action leader dan sudah ditandatangani oleh stakeholder baik 

internal maupun eksternal. Surat pernyataan dukungan 

Stakeholder ini bertujuan untuk meminta dukungan atas aksi 

perubahan yang dilaksanakan oleh action leader. 
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11) Implementasi aksi perubahan berupa penggunaan SOP 

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba. 

Kegiatan dilaksanakan oleh Action leader dengan tim efektif 

di Subbiddokpol Biddokkes Polda Jambi dari tanggal 25 Juni 2025 

s.d. 8 Agustus 2025 (32 hari). Berdasarkan pengamatan dan 

informasi yang tersedia sampai hari ini, dapat disimpulkan bahwa 

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba secara 

umum telah menunjukkan hasil yang positif. Aksi perubahan ini 

telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi. 

Action Leader dan Tim efektif telah membuat laporan 

Bulanan pembuatan Surat keterangan bebas  narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi dari tanggal 1 Juli s.d. 8 Agustus 2025, 

sampai dengan saat  ini (tanggal 8 Agustus) diperoleh data 

sebanyak 116 personil yang membuat Surat Keterangan Bebas 

narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 

 

 

Gambar 3.23. Data Laporan Pembuatan Surat keterangan bebas  

narkoba di Biddokkes Polda Jambi Juli - Agustus 2025. 

 

12) Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan 

Giat Aksi Perubahan yang dilaksanakan oleh action leader, 

telah di publikasikan di media sosial youtube, tiktok dan Instagram 

dengan link yang tercantum di bawah ini.  
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Gambar 3.24.  Tampilan Video Aksi perubahan Optimalisasi 

Pembuatan Surat Bebas Narkoba dengan menggunakan SOP 

 

Video aksi perubahan ini di upload di channel Youtube 

Supratman.S dengan link youtube 

https://youtu.be/Emv9yaBS76k/si-OY8NzYncfO05JXYm dimulai 

pada tanggal 28 Juli 2025 dengan jumlah like sebanyak 183 like 

dan tayangan sebanyak 539 kali tayang. Sedangkan pada aplikasi 

tiktok jumlah love sebanyak 61 love dan tayangan sebanyak 210 

kali tayang dan diupload dimulai pada tanggal 28 Juli 2025 dengan 

link tiktok  https://vt.tiktok.com/ZSS2rMbWN/. Untuk Instagram 

dimulai pada tanggal 28 Juli 2025 dengan jumlah dilihat sebanyak 

82 love dengan link 

http://www.instagram.com/reel/DMnQQmUyx2h/?igsh=MXNhZX

A1ZzEzMjVmNa. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/
https://vt.tiktok.com/ZSS2rMbWN/
http://www.instagram.com/reel/DMnQQmUyx2h/?igsh=MXNhZXA1ZzEzMjVmNa
http://www.instagram.com/reel/DMnQQmUyx2h/?igsh=MXNhZXA1ZzEzMjVmNa
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d. Monitoring dan Evaluasi 

 

Tahap Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 

8 Agustus 2025 dengan rincian kegiatan yaitu membuat angket 

kuesioner aksi perubahan, merekap dan mengolah hasil kuesioner dari 

Stakeholder, membuat usulan penggunaan SOP Pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba  ke dalam SKP, 

pembuatan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan SOP 

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba  dan 

pembuatan Berita Acara Serah Terima Aksi Perubahan. Kegiatan pada 

tahap Monitoring dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan progress 

100%. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut: 

1) Pembuatan angket kuesioner aksi perubahan 

Action leader membuat angket Quisioner tentang 

penggunaan penggunaan SOP Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba melalui Survey Kepuasan guna 

peningkatan pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan. 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui Manfaat dan Kepuasan 

penggunaan SOP dalam memberikan Pelayanan Pembuatan 

Surat Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi dan 

implementasinya. Setelah membuat angket kemudian Action 

Leader menyebarkan/membagikan angket tersebut melalui PNPP 

baik Anggota Polri maupun ASN yang akan membuat Surat 

Keterangan Bebas Narkoba sebanyak 25 orang pada tanggal 6 

Agustus 2025.  
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94%

6%

Diagram Hasil Survey

Peserta Setuju dan
Mengerti
Peserta Belum Setuju
dan Mengerti

 

      

Gambar 3.25. Angket/kuisioner penggunaan SOP Pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba 

2) Merekap hasil angket/kuisioner. 

       Pertanyaan dalam angket/kuisioner sebanyak 9 (sembilan) 

pertanyaan, setelah disebar kepada stakeholder, kemudian 

diperoleh jawaban dari seperti tergambar dalam rekapan hasil 

kuisioner berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Rekapitulasi hasil angket/kuisioner penggunaan 

SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba 

dalam bentuk tabel dan diagram. 
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          Dari diagram diatas dapat diketahui dari 25 orang 

Responden yang mengikuti Survey melalui penyebaran angket 

kepada PNPP / anggota Polri maupun ASN yang akan membuat 

surat keterangan bebas narkoba  didapatkan 94% anggota setuju 

dan mengerti pembuatan surat keterangan bebas narkoba 

menggunakan SOP dan masih ditemukan 6% anggota yang 

belum setuju dan mengerti tentang pembuatan surat keterangan 

bebas narkoba menggunakan SOP dikarenakan belum 

maksimalnya pelaksanaan sosialisasi ke seluruh personel Polda 

Jambi.. 

 
3) Membuat usulan penggunaan SOP ke dalam SKP 

Kegiatan dilaksanakan oleh Action leader di ruang 

Subbiddokpol Biddokkes Polda Jambi, usulan tersebut dalam 

bentuk Nota Dinas yang ditujukan kepada Kabiddokkes Polda 

Jambi dengan Nomor: /ND- 05/VII/DIK.2.5./2025/Subbiddokpol, 

tanggal 25 Juli 2025 perihal  pengajuan usulan penggunaan aksi 

perubahan SOP pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba ke 

dalam SKP. 
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Gambar 3.27. Nota Dinas pengajuan usulan penggunaan aksi 

perubahan SOP pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba ke dalam SKP. 

 

Selanjutnya Nota Dinas tersebut dikirimkan kepada 

Kasubbagrenmin Biddokkes Polda Jambi. Nota Dinas tersebut 

ditindaklanjuti oleh Kasubbagrenmin dengan memerintahkan staf 

Bagrenmin yang bertugas sebagai operator E-kinerja untuk 

memasukan aksi perubahan ke dalam SKP Action leader periode 

02 Januari s.d. 31 Desember 2025. 
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Gambar 3.28. SOP pembuatan Surat Keterangan Bebas 
Narkoba ke dalam SKP 

4) Pembuatan Surat Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan 

Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba dengan SOP. 

Action leader membuat Surat Pernyataan Keberlanjutan 

Penggunaan SOP dalam Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba yang bertujuan untuk memastikan 

keberlangsungan penggunaan Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba dengan SOP dalam jangka panjang 

dan memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh serta untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja terkait 

dengan penggunaan SOP dalam Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 
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Gambar 3.29.Surat Pernyataan Keberlanjutan Penggunaan  

SOP dalam Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 

 

Kegiatan Penyusunan Surat Pernyataan Keberlanjutan 

Penggunaan SOP dalam Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes Polda Jambi merupakan 

langkah strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi 

dan pemanfaatan kegiatan dengan menggunakan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) secara optimal. 

 

5) Pembuatan Formulir Pelaksanaan Mentoring 

 

     

Gambar 3.30. Formulir Pelaksanaan Mentoring 
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6) Pembuatan Formulir Dialog Tim Efektif dan Stakeholder 

 

 

Gambar 3.31. Formulir Dialog Tim Efektif dan Stakeholder 
 

7) Pembuatan Berita Acara Serah Terima Aksi Perubahan. 

Berita Acara Serah Terima Aksi Perubahan ditandatangani 

oleh  Kabiddokkes Polda Jambi dan Action leader pada tanggal 8 

Agustus 2025. 

.  

Gambar 3.32. Berita Acara Serah Terima Aksi Perubahan 
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e. Nilai Tambah bagi Organisasi 

Pembuatan dan penggunaan SOP dalam Pelayanan 

Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba berdampak terhadap 

kemudahan proses pelayanan pembuatan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba di Biddokkes Polda Jambi. 

Nilai tambah yang dihasilkan dari Aksi perubahan ini yaitu: 

Tabel 3.5. Tabel Nilai Tambah Aksi Perubahan 
 

NO. KEGIATAN NILAI AWAL NILAI RIIL KETERANGAN 

1. Adanya Revisi 
SOP dalam 
Pelayanan 
Pembuatan 
Surat 
Keterangan 
Bebas 
Narkoba 
meningkatkan 
kinerja dalam 
pelayanan 
kesehatan di  
Biddokkes 
Polda Jambi, 
waktu tunggu 
pelayanan 
efisiensi 

Sebelum ada 
Revisi SOP 
waktu yang 
diperlukan untuk 
memberikan 
Pelayanan 
Pembuatan Surat 
Keterangan 
Bebas Narkoba 
adalah sekitar 40 
menit untuk 
disampaikan 
kepada Pimpinan 

Dengan adanya 
SOP dalam 
Pelayanan 
Pembuatan 
Surat 
Keterangan 
Bebas Narkoba 
hanya 20 menit 

Efisiensi 
penghematan 
waktu 20 menit 

2. Waktu 
pemeriksaa
n total per 
100 
personil 

100 orang x 40 
menit = 4.000 
menit (100 jam) 

100 orang x 20 
menit = 3.000 
menit (50 jam 

Efisiensi 
waktu 
Penghematan 
waktu 50 
jam/tahun 

3. Tingkat 
Deteksi Dini 
Narkoba 

±20% personel ±70% personel Peningkatan 
+50% 
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4. Biaya 
pembelian Stik 
Narkoba 

±Rp.400.000 
/orang/tahun 
(kuratif) 

±Rp.200.000 
/orang/ tahun 
(preventif) 

Penghematan 
±Rp.200.000/ 
orang/ 
tahun..000 per 
tahun 

 

 

3. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 
 

a. Pemetaan Sikap Perilaku 
 

 
 

Gambar 3.33. Penilaian sikap perilaku 
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b. Penilaian  dari Mentor terhadap Action Leader 

 
 

Gambar 3.34 Penilaian dari Mentor terhadap Action Leader 
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c. Rekap Nilai Akhir perilaku peserta 

  

 

Gambar 3.35. Rekap nilai akhir sikap perilaku 
 
 

d. Strategi Pengembangan Kompetensi 
 
Dalam pelaksanaan aksi perubahan, action leader melaksanakan 

strategi pengembangan kompetensi diri  dengan cara sebagai berikut: 

1) Mengikuti Webinar tentang bagaimana cara mengetahui potensi 

diri untuk membangun tim yang efektif. 

Action leader mengikuti webinar yang bertema tentang 

Teknik berbicara di hadapan publik menambah pengetahuan 

untuk menggali potensi diri dalam rangka meningkatkan mental 

serta Teknik untuk berbicara dan berkoordinasi di depan  publik 

diselenggarakan oleh Trias Academiy dilaksanakan  pada tanggal 

13 Juni 2025 pukul 19.00 WIB s.d. 20.30 WIB 
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Gambar 3.36. Sertifikat Webinar 
 

2) Mengikuti webinar tentang pengetahuan pemanfaatan AI untuk 

dunia kerja. 

Kegiatan webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan  

tentang pemanfaatan AI untuk dunia kerja, Sukses Karir 

memanfaatkan akan mempermudah Action Leader 

menyelesaikan Aksi perubahan yang dilaksanakan. Kegiaran ini 

diselenggarakan oleh Marvin Foundation pada tanggal 14 Juni 

2025 pukl 09.00 WIB.  

 

Gambar 3.37. Sertifikat Webinar 
 
 

3) Mengikuti webinar tentang Manajemen SDM Strategis : Kunci 

membangun Tim Unggul untuk pertumbuhan dan Kesuksesan. 

Kegiatan webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi dan 

menambah wawasan tentang cara untuk membangun Tim Unggul, sinergitas 

dan agar bisa membangun tim yang efektif. Kegiatan Webinar ini 
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diselenggarakan oleh Eduverse Indonesia pada tanggal 12 Juli 2025 pukul 

09.00 WIB.. 

 
 

Gambar 3.38. Sertifikat Webinar 
 

4)  Sosialisasi hasil Webinar dan Mata Pelatihan Pilihan. 
 

Webinar yang sudah diikuti oleh Actoin Leader sebanyak 3 kali dan 

telah mendapat sertifikat demikian juga dengan Mata Pelatihan Pilihan yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada tanggal 

5 Agustus 2025. Hasil dari Webinar dan Mata Pelatihan pilihan ini berupa 

sertifikat dan modul yang berhubungan dengan Aksi perubahan yang 

dilaukan Action Leader. Selanjutnya hasil ini disosialisasikan kepada Tim 

Efektif yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2025.     

                    
 

                  Gambar 3.39 Sosialisasi hasil Webinar dan Mata Pelatihan Pilihan  
kepada Tim Efektif 

 
 
  

5)  Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan 

Aksi perubahan sebagai kerangka berpikir dan bertindak melakukan 

suatu perubahan dalam mencapai tujuan dengan cara-cara inovatif dan 



73 

 

memberikan manfaat, sehingga  dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

(PKP) ini, action leader mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Pembuatan 

Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan SOP sebagai terobosan dalam 

peningkatan pelayanan Pembuatan Surat Bebas Narkoba di Biddokkes 

Polda Jambi.  

Disamping pelaksanaan impelemetasi Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba dengan SOP di Biddokkes Polda Jambi dalam 

hal pengembangan kompetensi, Action Leader memilih 3 (tiga) mata 

pelatihan pilihan yang dikaitkan dengan Aksi Perubahan. 

 

a. Pelatihan Struktural Kepemimpinan “Keterampilan Digital dalam 

penyusunan Kebijakan” 

Mata pelatihan Struktural Kepemimpinan “Keterampilan Digital dalam 

penyusunan Kebijakan” memiliki kaitan dengan aksi perubahan yang 

dilakukan oleh action leader, yaitu pengambilan keputusan yang merupakan 

kompetensi penting bagi seorang pimpinan. Dalam proses pengambilan 

keputusan, seorang pimpinan harus mampu memanfaatkan berbagai 

informasi yang relevan untuk dapat mengambil keputusan terbaik dari 

berbagi alternative yang ada dan memiliki kemampuan teknologi digital 

dalam membantu proses pengambilan keputusan atau membuat kebijakan 

dalam pelayanan pembuatan Surat keterangan Bebas Narkoba di Biddokkes 

Polda Jambi..  

Pada modul Pelatihan pilihan ini membahas Digital Skill untuk 

Pembuatan Keputusan yaitu suatu bahasan yang selalu menarik untuk 

diperbincangkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk memindahkan 

berbagai media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk 

digital adalah salah satu strategi untuk mewujudkan Smart Government. 

Keberhasilan suatu organisasi untuk melakukan transformasi digital dan 

memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan diyakini memberikan 

kontribusi dalam terciptanya effective government (Pemerintahan yang 

efektif). Pemerintahan yang efektif ini dicirikan dengan  pemerintahan   yang 

efisien, modern, adaptif, fleksibel serta tepat untuk menjawab kebutuhan. 

Kepemimpinan (Leadership) merupakan bagian dari manajemen,  

karena manajemen dapat berjalan jika leadership seorang manajer dapat 
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dilaksanakan dengan baik dan kondusif serta dinamis. Dalam teori umum 

tentang manajemen, terdapat fungsi-fungsi manajemen yang meliputi 

Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan tugas/Ikhtiar, Pengawasan 

(Pengendalian). Selanjutnya di dalam manajemen terdapat unsur-unsur 

yang menjadi modal (capital) kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya 

yaitu Manusia (Man), Uang (Money), Bahan (Material), Mesin (Machines), 

Metode (Methods), Pasar (Market). Modal dasar (capital) dari manajemen 

dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi jika dilaksanakan dengan leadership yang baik dari seorang 

manajer/pimpinan. 

Manajemen ialah proses kerja organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan melalui orang lain. Berangkat dari pengertian tersebut dapat diartikan 

bahwa manajemen juga merupakan suatu “seni” di dalam menggerakan 

orang lain agar mau bekerja sesuai dengan perencanaan program dan 

prosedur di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan 

Bersama di sini adalah tujuan yang akan memberikan manfaat kepada 

kemajuan organisasi, stakeholder yang memiliki hubungan dan kerjasama 

dengan organisasi, serta memperhatikan pentingnya fungsi-fungsi dan 

unsur-unsur manajemen secara umum. Inti manajemen dimaksud ialah 

kepemimpinan (leadership) dari seorang manajer atau pemimpin, sedangkan 

inti dari kepemimpinan (leadership) ialah “hubungan antar manusia” atau 

human relations yang secara kekinian disebut dengan kolaborasi dan 

komunikasi. Dengan memahami keterkaitan antara mata pelatihan pilihan 

yaitu Pelatihan Struktural Kepemimpinan “Keterampilan Digital dalam 

penyusunan Kebijakan” dengan aksi perubahan Optimalisasi Pelayanan 

pembuatan surat keterangan bebas narkoba di Biddokkes Polda Jambi, 

Action Leader  dapat mengembangkan pemahaman yang holistik tentang 

bagaimana pemanfaatan system digital dalam pengambilan kebijaksanaan 

dalam suatu proses manajemen Struktural kepemimpinan. 
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Gambar   3.40.   Modul dan Sertifikat Pelatihan Struktural Kepemimpinan 

“Keterampilan Digital dalam penyusunan Kebijakan” 

 

b. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas “Gender Equality, Disability and 

Social Inclusion (GEDSI)” 

Mata pelatihan Kepemimpinan Pengawas “Gender Equality,Disability 

and Social Inclusion (GEDSI)” memberikan pemahaman bahwa sebuah 

perspektif dan spirit (semangat) untuk memperjuangkan kesetaraan hak , 

kesempatan, partisipasi, dan kesejahteraan (well being) kelompok marginal 

di dalam seluruh aspek bermasyarakat, seperti aspek ekonomi, politik, 

sosial-budaya, termasuk dalam birokrasi sektor publik. Diharapkan agar 
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dapat membangun kembali gender dan sosial secara lebih adil. Dalam 

pelatihan ini juga menggunakan "lensa GEDSI" berarti cara berfikir untuk 

membuat isu GEDSI terlihat dalam fenomena sosial.Selain itu juga dibahas 

tentang komitmen untuk perubahan sosial yang diarahkan pada 

penghapusan ketidak setaraan antara laki- laki dan perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.41. Modul dan Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

“Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)” 

 

c.   Pelatihan Kepemimpinan Pengawas- Resiliensi Diri  

Materi pada mata pelatihan adalah agar memiliki kemampuan 

untuk menghadapi dunia dan pelbagai kejadian yang berubah dengan 

cepat dan cendrung menjadi sumber stress. Resiliesi diri yang baik 
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memungkinkan manusia menghadapi stres dengan lebih baik dan 

dapat dikendalikan. 

Kemampuan ini sangat penting bagi seorang pemimpin yang 

mengelola banyak sumber daya dan mampu mengendalikan situasi. 

Resiliensi adalah kapasitas dan proses dinamis untuk mengatasi stres 

dan kesulitan secara adaptif sambil mempertahankan fungsi psikologis 

dan fisik yang normal. Resiliensi adalah sebuah proses dinamis 

beradaptasi dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman 

atau sumber stres yang signifikan. Kapasitas ini memungkinkan 

seseorang untuk bangkit dari kesulitan, ketidakpastian dan kegagalan. 

Kemampuan ini sangat dibutuhkan menghadapi dunia dan pelbagai 

kejadian yang berubah dengan cepat dan cenderung menjadi sumber 

stres. Resiliesi diri yang baik memungkinkan manusia menghadapi 

stres dengan lebih baik dan dapat dikendalikan. Kemampuan ini sangat 

penting bagi seorang pemimpin yang mengelola banyak sumber daya. 
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Gambar 3.42. Modul dan sertifikat Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas- Resiliensi Diri 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 

  

Dari aksi perubahan berupa Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Bebas Narkoba dengan menggunakan Standar Operasional 

Prosedur ( SOP ) di Biddokkes Polda Jambi, dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1.  Pelaksanaan aksi perubahan sudah terlaksana, walaupun untuk waktu 

pelaksanaan kurang sesuai dengan milestone yang direncanakan, tetapi 

semua tahapan dapat dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga aksi 

perubahan dapat diimplementasikan dan terwujud sesuai dengan yang 

diharapkan; 

2. Aksi perubahan dapat terlaksana dengan dukungan dari Tim Efektif dan 

para stakeholder; 

3. Tujuan jangka pendek aksi perubahan sudah tercapai dan merupakan 

landasan untuk pencapaian tujuan aksi perubahan jangka menengah 

dan jangka panjang; 

4. Keberhasilan menyelesaikan seluruh proses aksi perubahan, 

merupakan perwujudan dari adanya sinergi dan komitmen yang tinggi 

dalam membangun aksi perubahan; 

5. Dengan adanya SOP yang telah di Revisi dalam pelayanan pembuatan 

Surat Keterangan Bebas Narkoba merupakan solusi inovatif atas 

permasalahan terhadap pelayanan pembuatan Surat Bebas Narkoba 

yang selama ini masih menggunakan SOP pada saat terjadinya Pandemi 

Covid – 19 yang melanda Indonesia sehingga diubah menjadi lebih 

transparan,efektif dan akuntabel. 

 

B. Rekomendasi 

Mengingat terdapat manfaat yang diperoleh dari Optimalisasi 

Pelayanan pembuatan Surat Bebas Narkoba pada Biddokkes Polda Jambi, 

maka rekomendasi terhadap aksi perubahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar aksi perubahan ini dapat berlanjut secara berkesinambungan 

sehingga indikator pasca pelatihan yang telah direncanakan dapat 
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tercapai; 

2. Adanya dukungan anggaran yang didukung DIPA Biddokkes Polda 

Jambi terhadap ketersediaan Rafid Diagnostic Test, pengembangan 

dan penyempurnaan SOP menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

Medis. 

 

Inovasi yang dilakukan merupakan pengenalan cara baru atau 

kombinasi baru dari cara-cara lama dalam melaksanakan pelayanan 

pembuatan Surat Keterangan Bebas narkoba, sehingga menghasilkan 

perubahan yang bernilai dan bermanfaat. Inovasi akan terus berkembang 

pada lingkungan organisasi yang inovatif, tanpa inovasi mungkin memang 

instansi pemerintah tidak akan mati atau dibubarkan, namun pasti akan 

kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari stakeholder. 
 

Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba 

dengan menggunakan SOP yang sudah di revisi menjadi  inovasi dalam 

pelaksanaan pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi, sehingga dukungan dari segala pihak sangat 

diperlukan untuk terwujudnya implementasi tersebut yang bermanfaat guna 

menunjang kinerja pelayanan pembuatan surat bebas narkoba di Biddokkes 

Polda Jambi. 

Demikianlah Laporan Hasil Aksi Perubahan ini dibuat dengan judul 

Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba di 

Biddokkes Polda Jambi, guna memenuhi persyaratan dalam mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Polri Gelombang II angkatan XIV 

T.A. 2025 pada Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan 

Pelatihan Polri di Bandung.  

 

Jambi,     Agustus 2025 
 

PESERTA PKP 
 

 
 
 
 

SUPRATMAN .S.S.Kep. 
NOSIS 2025040703136 
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